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MOTIO

Pajak
merupakan wujud Kegotongroyongan Nasional
( Benita Pajak No. 1482/ Th.xxxv )

Maka Remanapun jua berpaling disanalah wajah Tuhan
( QS. Al —Bagarah : 115)

Ketika. . ..
perjalanan terasa menyulitRan. ...
Biarkanlah kesulitan itu. . .. terus berjalan
Karena senngkalt yang terbaik, ...
datang dari sebuah kesulitan. ..

(Deasy )
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Dan menatapnya dengan teropong hati ..
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Yakin Usaha Sampai 111
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi segenap bangsa, mutlak
diperlukan adanya suatu pembangunan vang bersifat nasional. dimana
pembangunan pada hakekatnya adalah merupakan pembangunan manusia
Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan Undang — Undang Dasar 1945
Pembangunan nasional merupakan strategi vang dipilih bangsa Indonesia dalam
mewujudkan kemerdekaan dan dalam rangka memingkatkan kesejahieraan bagi
segenap bangsa.

Merujuk kepada Garis — Garis Besar Haluan Negara ( GBHN ) tahun 1999
(1999.9), bahwa pengertian pembangunan adalah sebagai berikut.

Pembangunan nasional merupakan peningkatan kualitas manusia dan
masyarakat Indonesia yang dilaksanakan secara berkelanjutan, berlandaskan
kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan
dan tekhnolog, serta memperhatikan tantangan perkembangan global dalam
pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa yang berdaulat, mandiri,
berkeadilan, sejahtera, maju, kukuh kekuatan moral dan etikanya.

Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus
senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan berbagai
unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan.

Perkembangan ckonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang
semakin menyatu dengan eckonomi regional dan internasional yang dapat
menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu,
perkembangan perckonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan
tantangan vang scmakin kompleks, Oleh karena 1tu, diperlukan berbagai
penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor perbankan schingga
dapat memperbaiki dan memperkukuh perekonomian nasional

Perbankan sebagai inti dan sistem keuangan menjadi tempat bagi
perusahaan, badan - badan pemerintah, swasta, maupun perorangan menyimpan

dana — dananya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan,
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bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem
pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Melalumi pembenan kredit kepada beberapa sektor perekonomian, bank
melancarkan arus barang - barang dan jasa - jasa dan produsen kepada
konsumen. Bank merupakan pemasok ( supplier ) dari sebagian besar uang yang
beredar yang digunakan sebagai alat tukar atau alat pembayaran, sehingga
mekanisme kebijakan moneter dapat berjalan. Peranan bank seperti yang tersebut
diatas menunjukkan bahwa bank merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat
penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan, serta dalam
keikutsertaannya membangun ekonomi nasional selama ini.

Selain itu bank berperan penting dalam bidang perpajakan. Mengingat
salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian bangsa Indonesia dalam
membiayai pembangunan nasional adalah dengan menggali sumber dana yang
pelaksanaannya bertumpu pada kemampuan bangsa sendiri, yaitu berupa pajak.
Pajak merupakan suatu metode untuk mentransfer sumber — sumber daya atau
kekayaan dan masyarakat kepada sektor publik ( negara ). Hal ini seperti yang
dikatakan oleh Erly Suandy (2000:1) sebagai berikut.

Dan segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor
privat ( perusahaan ) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut
akan mempengaruhi jalannya pembangunan dan suatu negara, karena bagi
negara pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan
dipergunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik yang berupa
pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan,

Hal senada diungkapkan Rochmat Soemitro (dalam Brotodiharjo,1991:2)
bahwa.

Pajak adalah peralihan kekayaan dan pihak rakyat kepada kas negara untuk

membiayai pengeluaran rutin dan “swrplusnya® digunakan untuk “public

saving”™ yang merupakan sumber utama untuk membiayai “publik

investment™.

Atas pembayaran pajak, masyarakat tidak mendapatkan kontraprestasi yang
secara langsung dapat ditunjuk namun pajak vang dipungut dari masvarakat

tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan
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nasional. Sebagaimana pengertian pajak yang dikemukakan oleh P.J.A. Andriani
(dalam Brotodihardjo,1991:2) adalah sebagai berikut.

Pajak adalah iuran kepada negara ( vang dapat dipaksakan ) vang terutang

oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan — peraturan, dengan tidak

mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang
gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran — pengeluaran umum
berhubung dengan tugas negara untuk menvelenggarakan pemerintahan.

Hal senada diungkapkan Djayadiningrat (dalam Brotodihardjo.1991:2)
bahwa arti pajak sebenarnva adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan
sebagian daripada kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian dan perbuatan
yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagian hukuman menurut
peraturan — peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi
tidak ada jasa balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan
umum,

Menurut Rochmat Soemitro ( dalam Mardiasmo,2002:1) definisi pajak

adalah sebagai benkut.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang — undang

(yang dapat dipaksakan ) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi)

yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar

pengeluaran umum,

Merujuk pada hal tersebut diatas, dengan perkataan lain suatu prestasi atau
Jasa kepada perorangan tidak diberikan oleh pemerintah sehubungan dengan
pembayaran iuran tersebut, namun prestasi yang diberikan pemerintah adalah
untuk kepentingan umum yang dapat dirasakan kemanfaatannva dari usaha
pemerintah. Dengan memenuhi kewajiban membayar pajak berarti seorang Wajib
Pajak sebapai warga negara yang baik telah membantu dan turut membiavai
kebutuhan rumah tangga negara.

Berdasarkan batasan pengertian tersebut dapat diketahui  bahwa
pertumbuhan ekonomi  vang dinginkan dalam rangka melaksanakan
pembangunan membutuhan modal yang cukup besar. Modal yang digunakan
dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi tersebut dapat diperoleh dari
partisipasi masyarakat, diantaranya melalui tabungan masyarakat dan berbagai

bentuk simpanan masyarakat lainnya.

F_‘:F
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Sekalipun demikian, hubungan antara pertumbuhan pereckonomian dan
keberadaan perpajakan dipandang bahwa dapat mempengaruhi perilaku ekonomi
masyarakat karena selain mengurangi tingkat pendapatan, pajak juga mengurangi
tingkat konsumsi dan tingkat tabungan masyarakat. Hal ini seperti yang dikatakan
oleh Mangkoesoebroto (2001:233) bahwa,” Pajak merupakan suatu pungutan
yang dipaksakan oleh pemenntah untuk berbagai tujuan, misalnya untuk
membiayai penyediaan barang dan jasa publik, untuk mengatur perekonomian,
dapat juga untuk mengatur konsumsi masyarakat Karena sifatnya yang
dipaksakan tersebut maka pajak akan mempengaruhi perilaku ekonomi
masyarakat atau seseorang . Hal senada juga dikemukakan oleh Suparmoko
(2002:82) sebagai benkut.

Pengenaan pajak langsung yang beban pajaknya tidak dapat digeserkan jelas

akan mengurangi tingkat pendapatan yang siap dibelanjakan ( disposable

income ) dan tentu mengurangi tingkat konsumsi masyarakat dan juga
tingkat tabungan masyarakat.

Berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam bidang perpajakan dan
usahanya menciptakan pertumbuhan ekonomi, dipandang perlu suatu sistem
perbankan yang mengimplementasikan prinsip ekonomi berkesinambungan,
Perbankan sebagai suatu lembaga vyang berkewajiban turut serta dalam
menanggulangi permasalahan negara di bidang ekonomi dan moneter perlu
ditinjau kembali untuk dapat dimanfaatkan sebaik - baiknya bagi pelaksanaan
kebijakan ckonomi, keuangan dan pembangunan,

Bank Syariah dengan sistem perbankan yang berprinsip syariah serta
berlandaskan Al - Quran dan Hadist. Berbeda dengan bank konvensional, bank
syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan.
Bank Syariah mengimplementasikan prinsip ekonomi Islam vang tidak
memperbolehkan bunga dalam berbagai bentuknya serta beroperasi atas dasar
prinsip Bagi Hasil.

Pengupayaan Bank Syariah di Indonesia, diharapkan mampu menghapus
keraguan masyarakat akan bunga bank sebab dengan adanya prinsip bagi hasil,
bank syariah merupakan sistem perbankan yang aman, terpercaya dan bebas riba.

Selain 1tu Bank Syariah merupakan agen investasi atau manajer investasi, investor

[ —
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serta sebagai pengelola kebajikan dan Zakat, Infaq, Shodagoh ( ZIS ). Dengan
kelebihan — kelebihan yang dimilikinya, perbankan dengan sistem syariah dapat
berkembang dengan cukup pesat di Indonesia yang mayoritas masvarakatnya
beragama Islam.

Seperti halnya bank konvensional, bank syariah dalam hal ini PT. BPR
Syaniah “ Artha Sinar Mentari * ( ASRI ) Jember juga mempunyai peranan yang
penting dalam bidang perpajakan. PT. BPR Syariah ASRI Jember sebagai
pemotong berkewayiban untuk menghitung, memotong Pajak Penghasilan pasal 4
ayat (2) atas Bagi Hasil yang diterima nasabahnya. Setelah ity PT. BPR Syariah
ASRI Jember wajib menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 4 avat (2) vang telah
dipotong dan dipungut ke Kantor Pos atau Bank Persepsi yang telah ditunjuk
dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ( SSP ). Senap bulannya PT. BPR
Syariah ASRI Jember wajib melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang
telah dipotong dan disetorkan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan ( SPT )
Masa kepada Kantor Pelayanan Pajak ( KPP ) setempat.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa perbankan svariah
mempunyal peranan yang cukup patut untuk diperhitungkan dalam meningkatkan
penenmaan negara melalui pajak serta turut serta dalam usaha memperbaiki
perckonomian nasional. Olch karena itu penulis mengajukan  judul
* Prosedur Pemotongan dan Pemungutan PPh Pasal 4 Ayat (2) Atas Bagi
Hasil Deposito Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah ASRI Jember .

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek kerja Nyata
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Menurut Saifuddin Azwar, MA (1998 “8), vang dimaksud dengan tujuan
studi kasus dan penclitian lapangan adalah mempelajan secara intensif latar
belakang, status terakhir, dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan
sosial seperti individu, kelompok, lembaga, atau Komunitas. Adapun tujuan yang
ingin dicapai penulis dalam pelaksanaan Praktek Kena Nyata im adalah sebagai
berkut:
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a. Memperoleh pengalaman  praktis tentang pelaksanaan perpajakan
khususnya di PT. BPR Syariah ASRI Jember.
b. Untuk mengetahui pelaksanaan pemotongan, pemungutan, penyetoran

dan pelaporan pajak Penghasilan atas Bagi Hasil pada PT. BPR Syariah
ASRI Jember,

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

a. Menambah pengetahuan dan wawasan di bidang perpajakan khususnya
tentang sistem perbankan syariah dan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat
(2) final atas Bagi Hasil.

b. Menambah referensi serta bahan kepustakaan bagi peserta Praktek
Kerja Nyata pada khususnya dan mahasiswa Diploma 111 Perpajakan
Fakultas Tlmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada
umumnya.

c. Sebagai salah satu syarat akademis guna memperoleh gelar Ahli

Madya ( A.Md ) Perpajakan.
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2.1 Sejarah Berdirinya Perusahaan
2.1.1 Dasar Hukum Pendirian

PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah “ Artha Sinar Mentari “ (ASRI)
Jember merupakan bank syariah pertama yang berlokasi di jalan PB. Sudirman
No. 23 Jember. PT. BPR Syariah ASRI Jember berdiri atas prakarsa pimpinan
Muhammadiyah Daerah Jember, Pimpinan Muhammadiyah Daerah Jember
bermaksud untuk ikut aktif dalam rangka restrukturisasi perckonomian Indonesia
dan secara khusus mengisi peluang pasar terhadap kebijaksanaan bank dengan
pemberlakuan sistem perbankan syariah.

Berdinnya PT. BPR Syariah ASRI dilatarbelakangi oleh keinginan
sebagian besar masyarakat muslim Indonesia akan suatu sistem perbankan yang
berdasarkan prinsip syaniah. Selain itu, pendirian PT. BPR Svariah ASRI juga
bertujuan untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang selama ini belum
terlayani oleh sistem perbankan konvensional. Hadimya PT. BPR Syariah ASRI
ditengah masyarakat merupakan jawaban atas keraguan masyarakat yang enggan
menggunakan jasa perbankan konvensional secbab dengan prinsip bagi hasil bank
syanah merupakan sistem perbankan yang bebas riba,

PT. BPR Syariah ASRI merupakan suatu alternatif sistem perbankan,
karena bank syariah memiliki kelebihan — kelebihan vang uidak kalah jika
dibandingkan dengan perbankan konvensional, seperti prinsip bagi hasil,
hubungan kemitraan dengan nasabah, pelarangan bunga dalam berbagai
bentuknya dan memiliki fungsi sosial yang tidak dimiliki oleh sistem perbankan
konvensional,

Adapun landasan hukum yang mendasari berdirinya PT. Bank Perkreditan
Rakyat Syariah ASRT Jember adalah sebagai berikut,

I. Undang — Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang —
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
SK DIR BI Nomor 32/36/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank
Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah,

I~


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Pada awalnya PT. BPR Syarniah ASRI beroperasi di daesrah Wuluhan
Ambulu Jember. Pada tanggal 13 Oktober 1994 PT. BPR Syariah ASRI Jember
mulai beroperasi dengan ijin operasional pada tanggal 18 Juli 1994. Kemudian,
pada tanggal 20 Aprl 2000 dilakukan pengalihan operasi mendekati pusat kota
dan pangsa pasar vang lebih luas yaitu dengan membuka kantor baru di Jalan
Dharmawangsa No.113 Kaliwining Rambipuji Jember dengan ijin Nomor
2/23/DPBPR/I/DBPR/IR.

2.1.2 Permodalan PT. BPR Syariah ASRI Jember

Sesuai dengan Undang — Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah
terakhir dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,
bahwa kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dapat didirikan antara lain
minimal memiliki modal Rp 500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah ) untuk
pendirian diluar wilayah Jabotabek dan ibukota propinsi. Pendirian kegiatan usaha
tersebut harus didirikan oleh Warga Negara Indonesia ( WNI ) dengan aturan
pendirian mengikuti prosedur yang telah ditetapkan Bank Indonesia,

2.1.3 Prosedur Pendirian PT. BPR Syariah ASRI Jember
Pendirian PT. BPR Syariah ASRI Jember dan tanggal penctapannva dapat
dijelaskan sebagai berikut.

I.~ Mengajukan permohonan persetujuan prinsip pendirian BPR Syariah
tanggal 23 Desember 1992 Nomor 01/PT.AM/ XITII/ 1992, Kemudian
baru pada tanggal 30 Januari 1993 memperoleh persetujuan pendirian
atas nama Menten Keuangan Nomor S.073/MK.17/1993. Qleh karena
sesuatu hal PT. BPR Syariah ASRI Jember mengajukan perpanjangan
jangka waktu persetujuan pendirian PT. BPR Syariah ASRI tangpal 24
Maret 1994. Kemudian memperoleh persetujuan tanggal 2 Mei 1994 atas
nama Menteri Keuangan Nomor S, 626/MK.17/1994 dengan ijin tanggal
yang diberikan sampai tanggal 30 Juni 1994,
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Mengajukan permohonan ifin usaha BPR Syariah kepada Menteri
Kehakiman RI tanggal 26 Mei 1994 Nomor 64/PT.SM/V/1994 dengan
menyertakan lampiran data - data vang ditetapkan Bank Indonesia.
Kemudian pada tanggal 18 Juli 1994 mendapatkan ijin usaha Nomor Kep
201/KM.17/1994 dengan berdasar akte pendirian sebagai berikut,

Desa Dukuh Depok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Akte
pendirian Nomor 139 tanggal 25 Februari 1993 dengan Keputusan
Menteri Kehakiman Nomor ¢2-3264 HT.01.01.TH. 1994,

Adapun data — data yang disertakan sebagai lampiran dalam surat

permohonan ijin usaha adalah sebagai berikut.

a,  Akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar badan

hukum yang telah disahkan olch instansi yang berwenang,

b.  Data kepemilikan berupa :

1)

3)

4)

5)

Daftar pemegang saham disertai rincian besarnya masing —
masing kepemilikan saham bagi BPR Syariah yang berbentuk
hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah.

Daftar anggota disertai rincian jumlah simpanan pokok ‘dan
simpanan wajib serta daftar hibah bagi BPR Syariah yang
berbentuk hukum Koperasi.

Daftar susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan
Dewan Penpawas Syariah.

Susunan organisasi dan sistem serta prosedur kerja, termasuk
susunan personalia.

Bukti pelunasan modal disetor, dalam bentuk fotokopi bilyet
deposito mudharabah pada bank umum berdasarkan prinsip
syariah dan atau deposito tanpa bunga pada bank umum di
Indonesia dan atas nama Dircksi Bank Indonesia, dengan
mencantumkan keterangan bahwa pencairan hanya dapat
dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direksi

Bank Indonesia.
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6)

7)

8)

9)

Bukti kesiapan operasional antara lain -

a) Daflar aktiva tetap dan inventaris,

b) Bukti kepemilikan atau perjanjian sewa menyewa
gedung kantor.

¢) Foto gedung kantor dan tata letak ruangan.

d) Contoh formulir atau warkat yang akan digunakan untuk
operasional BPR Syariah.

¢) Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) dan Tanda Daftar
Perusahaan ( TDP ).

Surat pernyataan dari pemegang saham bagi BPR Syariah

vang berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan

Daerah, atau dari anggota bagi BPR Syariah yang berbentuk

hukum koperasi, bahwa pelunasan modal yang disetor

a) thdak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan
dalam bentuk apapun dari bank atau pihak lain di
Indonesia.

b) Tidak berasal dari sumber yang diharamkan menurut
prinsip syariah termasuk hasil kegiatan yang melanggar
hukum.

Surat pernyataan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan

bagi anggota Dewan Komisaris,

Surat pernyataan tidak merangkap jabatan bagi anggota

Direkst.

10) Surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa vang

bersangkutan bersedia menjadi anggota Direksi selama
sekurang — kurangnya 3 ( tiga ) tahun sejak BPR Syanah
vang didirikan beroperasi dan tidak akan mengundurkan diri,
kecuali mendapat persetujuan terlebih dahuly dari Bank

Indonesia
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| 1) Surat pernyataan dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi
bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan
keluarga.

Dengan tujuan untuk lebih mengembangkan kegiatan usahanya, sejak
tanggal 20 Aprnl 2000 PT . BPR Svariah ASRI Jember memindahkan kantor
operasinya ke Jalan PB. Sudirman No. 23 Jember dengan berdasar pada Akta
pendirian No. 31 dan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik
Indonesia Nomor ¢ — 12784 HT 01.04 TH.2001.

2.2 Visi dan Misi Perusahaan
2.2.1 Visi Perusahaan

Visi suatu organisasi menurut Husnan ( 1988:13 ) dapat diartikan sebagali
suatu arah dasar tentang kemana suatu organisasi akan menuju. Atau dapat
dikatakan visi merupakan pandangan yang jauh ke depan mengenai kemana dan
begaiman orgamisasi harus dibawa dan berkarva agar tetap konsisten dan dapat
eksis, antisipatif, inovatif dan produktif’

Adapun visi yang dimiliki PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah ASRI
Jember adalah sebagai berikut.

1. Membantu menumbuhkan suatu sistem ekonomi vyang berdasarkan

syariah.

I=d

Mengembalikan PT. BPR Syariah ASRI Jember pada kondisi yang sehat

dan berupaya untuk mengembangkan produk — produk yang ada.

3. Sebagai bagian dani sistem perbankan syariah yang mampu memberikan
kontribusi optimal bagi pencapaian tujuan Bank Indonesia vaitu
menciptakan kestabilan keuangan dan rupiah.

4. Memberikan keuntungan vang kompetitif bagi nasabah bank baik

penyimpan maupun pengguna dana serta membenkan deviden kepada

pemegang saham sesual dengan standar Return of Investment pada

UMumnya.
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2.2.2 Misi Perusahaan
Misi oleh Husnan ( 1988:13 ) dimaksudkan sebagai suatu tujuan organisasi
vang dipilih dan dinyatakan dalam bentuk non finansial, Misi dapat pula diartikan
sebagai hal — hal yang harus diemban atau dilaksanakan oleh organisasi sesuai
dengan visi yang diemban agar tujuan organisasi dapat dilaksanakan dengan baik.
Berdasarkan visi yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan
dan sasaran kegiatan, PT, BPR Syariah ASRI Jember mempunyal misi sebagai
berikut.
I.  Mendirikan bank yang berdasarkan syariah dengan nama P1. BPR Syariah
* Artha Sinar Mentan “ { ASRT ) Jember.
2. Mengembangkan dan mensosialisasikan pola sistem dan konsep perbankan
syanah.
3. Menjadi model bagi lembaga keuangan syariah yang lain.
4. Perubahan jajaran Direksi dan Komisaris dalam rangka peningkatan
kualitas sumber daya manusia.
5. Menambah portofolio pembiayaan, menambah tenaga penghimpun dan
dan menambah modal yang disetor.
6. Memberikan pembiayaan kepada pengusaha kecil vang terkait dengan
sektor nil schingga memberikan dukungan vang lebih nyata pada

pengembangan perekonomian.

2.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas
2.3.1  Struktur Organisasi

Struktur organisasi sangat penting artinya didalam suatu perusahaan, karena
ini merupakan suatu gambaran daripada wewenang dan tanggungjawab dari
masing - masing bagian yang ada Tercapainya suatu tujuan perusahaan
tergantung pengorganisasian dan manajemen . Pengorganisasian dan koordinasi
dari setiap bagian kegiatan perusahaan dapat dilaksanakan gengan baik apabila
didalam usaha tersebut terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab pada setiap

pekerjaan yang ditunjukkan dalam stuktur organisasi.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

13

Untuk melaksanakan berbagai tugas dalam hal pengoptimalan kerja dengan
koordinasi dan manajemen diperlukan suatu wadah agar tugas yang dilaksanakan
dapat berjalan dengan baik. Sebagaimana pengertian organisasi yang
diungkapkan oleh Siagian (1992:124) sebagai berikut.

Organisasi adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih
yang bekerja sama sccara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan
yang telah ditentukan dan dalam ikatan itu terdapat seorang atau
sckelompok orang vang disebut bawahan.

Adanya pembagian tugas dan tanggung jawab tersebut diperkuat dengan
pengertian organisasi yang diungkapkan Louis A Allen. Menurut Louis A. Allen
(dalam Sutarto,2002:28) orgamisasi adalah suatu sistem dari pekerjaan — pekerjaan
yang dirumuskan dengan baik di mana masing masing pekerjaan itu
mengandung sejumlah wewenang, tugas dan tangoung jawab tertentu,
keseluruhannya disusun secara sadar untuk memungkinkan orang — orang dari
badan usaha 1tu bekerja sama paling efektif dalam mencapai tujuan mereka,

Untuk memperelas hubungan kerja, tingkat kewenangan dan kedudukan
setiap orang dalam organisasi, setiap organisasi harus mempunyai suatu ikatan
hirarki yang mengikat secara formal yang digambarkan dengan jelas dalam
struktur organisasi, Struktur organisasi adalah gambaran secara skematis tentang
tata pembagian kerja dan tata hubungan kerja vang menunjukkan tingkatan
wewenang dan tanggungjawab. Hal ini sesuai denpan yang diungkapkan oleh
Sutarto ( dalam Manullang, 1996:68 ) bahwa.

Organisasi dalam arti bagan atau struktur adalah pambaran secara skematis

tentang hubungan — hubungan, kerjasama dari orang — orang vang terdapat

dalam rangka usaha mencapai sesuatu tujuan.

Menurut Manullang (1996:69), bentuk — bentuk organisasi berdasarkan
pola hubungan kerja serta tingkatan wewenang dan tanggung jawab dapat
dibedakan menjadi empat bentuk organisasi yaitu :

1. Orgamsas: gans ( line organization ).

2. Organisasi fungsional ( functional organization ).
3. Organisas: garis dan staf ( line and staf organization ).
4. Orgamisas: fungsional dan staf ( functional and staf organization ),
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Jika dilihat dari bentuk bagan struktur organisasinya, PT. BPR Syanah
ASRI Jember mempunyai struktur organisasi yang berbentuk garis dan staf ( line
and staff organization ). Dalam organisasi garis dan staf, wewenang dilimpahkan
dari pucuk pimpinan pada satuan atau unit yang ada di bawahnya sedangkan staf
merupakan pegawai vang diangkat untuk memberikan saran dan nasehat kepada
pimpinan dalam keahlian tertentu. Untuk lebih jelasnya dapat diperlihatkan
sebagai berikut :
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2.3.2 Uraian Tugas
A. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) merupakan otoritas tertinggi
yang terdin dan para pemegang saham. Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS )
berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris dan Direktur
yang bertugas untuk menjalankan operasional perusahaan. Dewan Komisaris dan
Direktur bertanggung jawab kepada RUPS dan sebaliknya RUPS bertugas untuk

menilai dan mengevaluasi kinerja Dewan Direksi dan Direktur,

B. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah suatu badan yang ditempatkan oleh
Dewan Syanah Nasional ( DSN ) vang terdiri dari pakar di bidang svariah
muamalah dan memiliki pengetahuan di bidang perbankan Dalam
pelaksanaannya, Dewan Pengawas Syariah wajib mengikuti fatwa Dewan Syariah
nasional yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa produk dan
jasa.

I.  Tugas Dewan Pengawas Syariah

Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi kepiatan usaha bank

agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah

difatwakan,
2. Tungsi Dewan Pengawas Syariah

a. Sebagai penaschat dan pemberi saran kepada Direksi mengenai hal —
hal yang berkaitan dengan syariah.

b. Sebagal mediator antara bank dan Dewan Syariah Nasional dalam
mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan bank syariah
sekurang — kurangnya setahun sekali.

¢. Sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang wajib melaporkan
kegiatan usaha dan perkembangan bank syariah sekurang — kurangnya

setahun sekali.
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C. Dewan Komisaris

Adapun tugas dari Dewan Komisaris antara lain sebagai benkut.

1.

Mengevaluasi seluruh kematan serta kebijaksanaan yang dilaksanakan
oleh Direktur.

Menehiti laporan pertanggung jawaban Direksi baik tnwulan maupun
tahunan.

Membuat laporan ke Bank Indonesia untuk mengevaluasi kerja

bawahannya.

. Dewan Direksi

Adapun tugas dari Dewan Direksi antara lain sebagai benkut.

1.

I

2 . o

Membuat laporan keuangan yang berupa Neraca dan Laporan Rugi Laba.
Menandatangani surat - surat yang berhubungan dengan kepegawaian.
Membuat perjanjian dengan pihak ketiga.

Menandatangani surat vang bersifat umum.

Pemberian kredit.

Menghadin rapal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Direksi dipimpin oleh seorang

Direktur Utama. Adapun tugas dan kewenangan Direktur Utama adalah sebagai
berikut.

Tugas Direktur Utama adalah sebagai berikut.

)

4

Lad

-~ @ v

Memimpin dan mengelola usaha bank sesuai dengan prinsip — primsip
pengelolaan bank yang baik dan sehat.

Membina karvawan,

Mengamankan harta dan kekayaan bank.

Melaporkan kondisi bank kepada Dewan Komisaris, RUPS dan instansi
pembina bank.

Menjaga dan memngkatkan kesehatan bamk.

Menjaga kode etk bank.

Melaksanakan internal andit.
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Kewenangan Direktur Utama adalah sebagai berikut.

1.

Menerima sesuai batasan yang ditentukan atau menolak permohonan
pembiayaan vang diajukan nasabah.

Mengangkat, menaikkan pangkat atau jabatan serta memberhentikan
karyawan.

Menerima dan melaksanakan petunjuk — petunjuk dari instansi pembina
bank.

E. Staf Direksi

Staf Direksi bertugas untuk membantu Direktur Utama dalam menjalankan

perusahaan dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

F. Kepala Bagian Pembiayaan

Tugas Kepala Bagian Pembiayaan adalah sebagai berikut.

Membantu Dewan Dircksi khususnya dalam melaksanakan kebijaksanaan
pembiayaan dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Secara aktif dan bertanggung jawab mencari, menerima dan meneliti
permohonan pembiavaan baru.

Menatausahakan permohonan pembiayaan yang diterima.

Mengarahkan pemberian fasilitas pembiayaan kepada bidang usaha yang
telah digariskan dalam pedoman pembiayaan BPR Syariah.

Menganalisa, mengevaluasi setiap permohonan pembiayaan untuk
mendapatkan persetujuan dari Direktur Utama atau Komite Pembiayaan.
Bersama - sama Dewan Direksi memutuskan pemberian pembiavaan
sesual dengan batas wewenang vang dimiliki,

Selalu mengikuti kebijaksanaan Dewan Direksi, Peraturan Pemerintah dan
Bank Indonesia.

Membenkan laporaa kolektabilitas pembiayaan dengan terlebih dahulu
meneliti jalannya perkembangan usaha debitur,

Secara peniodik melaporkan hasil kunjungan kerja terhadap nasabah baik

yang menyangkut masalah pembiavaan maupun usaha pemupukan.
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Wewenang Kepala Bagian Pembiayaan adalah scbagai berikut.

I
2.

[sd

4.
5.

Memenksa nama calon debitur dalam daftar hitam.

Memberikan paraf apabila calon debitur tidak tercantum dalam daftar
hitam.

Melakukan kunjungan kerja terhadap calon debitur, yang meli puti
pemeriksaan usaha dan pemeriksaan aspek jaminan/utama.

Membuat hasil kunjungan kerja.

Mengajukan usul untuk keputusan pemberian pembiavaan.

G. Kepala Bagian Operasional

Tugas Kepala Bagian Operasional adalah sebagai berikut,

1
2.

L 2 o 2 o ok

B

Supervisi kelancaran pelayanan kepada nasabah.

Supervisi kelancaran operasional vang meliputi customer service, leller,
tabungan dan deposito serta pembukuan.

Memberikan persetujuan atas transaksi operasional sesuai dengan
kelancaran operasional.

Bertanggung jawab atas kunci brankas.

Bertanggung jawab atas pengaturan perincian tugas karyawan.

Melakukan pengaturan kebutuhan uang tunai sesuai limit,

Memberikan penilaian atas hasil kerja tahunan kegiatan karyawan.
Memberikan usulan — usulan perbaikan dan pengembangan operasional.

Memberikan pengarahan dan pendidikan pada karyawan.

Kepala Bagian Umum

Tugas Kepala Bagian Umum adalah sebagai berikut,

L.

Menandatangani nota dan surat sesuai dengan wewenang vang dibenkan
oleh Dewan Direksi.

Mengawasi scmua kegiatan dan kegiatan — kegiatan yang ada di bawah
pengawasannya.

Mengatur serta mengkoordinir tugas — tugas masing — masing bagian.
Memberikan laporan pertanggung jewaban pelaksanaan pekerjaan yang

menjadi tugasnya kepada Dewan Direksi.
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Admimstras: Pembiayaan

Tugas dan Administrasi Pembiaysan adalah sebagai berikut.

l.

2.

%

J

Melakukan rekapitulasi terhadap setiap pemberian kredit vang dilakukan
oleh AO ( Accounting Officer ) atas persetujuan Dewan Direksi.
Memeriksa kelengkapan administrasi dari setiap pengajuan kredit,

Memeriksa keaslian dokumen dari barang yang dijadikan agunan.

Tabungan dan Deposito

Fungsi Tabungan dan Deposito adalah sebagai berikut.

2,

Menghimpun dana masyarakat dalam Investasi Tidak Terikat ( ITT )
sesual target dalam rencana kerja.

Melayani dan mengadministrasikan ITT sesuai prosedur vang berlaku.

Tugas pokok dar Tabungan dan Deposito adalah sebagai berikut,

i
2

K.

Menyusun prospek nasabah pendanaan yang akan dikunjungi awal bulan,
Mengadakan kunjungan ke calon nasabah sesuai dengan jadwal yang telah
ditentukan.

Menyusun dan menyampaikan hasil kunjungan setelah tutup bulan.
Memasukkan setoran dan penarikan ke dalam buku dan kartu tabungan.
Menghitung bagi hasil ITT setiap tutup bulan dan mengkreditkan dalam
daftar dan kartu tabungan.

Menyusun bahan laporan ITT untuk Bank Indonesia dan pihak lainnya.
Mengusulkan pemberian bonus ( mugashah ) kepada nasabah pendanaan
vang layak untuk diberi.

Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Bagian Operasional

sepanjang ada hubungannya dengan masalah pendanaan.

(‘ustomer Service (CS)

Fungsi Customer Service adalah sebagai pemberi informasi tentang keberadaan,

vist dan misi serta produk Bank secara jelas dan benar,

Tugas pokok Customer Service adalah sebagai berikut,

1,

Menerima, mengirim dengan menghubungkan tefepon.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

21

2. Menerima tamu dan calon nasabah dengan Budaya 55, vaitu Senyum,
Salam, Sapa, Sabar dan Sigap.

a2

Membern penjelasan atau informasi tentang produk dan jasa bank dengan
tepat.
4. Mengkomunikasikan maksud tamu atau calon nasabah kepada Direksi
apabila diperlukan.
5. Menerima surat masuk untuk kemudian diteruskan kepada sekretaris
Direksi.
L. Teller
Tugas Teller adalah bertanggung jawab atas transaksi — transaksi hanan dan
laporan yang dihasilkan baik untuk pihak intern maupun ekstern sehingga dapat

disampaikan secara akurat dan tepat waktu.

M. Pembukuan
Tugas dari Pembukuan adalah sebagai berikut.

1. Bertanggung jawab atas kelancaran pekerjaan pada bagian administrasi
pembukuan sehingga semua laporan yang dihasilkan baik untuk pihak
intern maupun ekstern dism‘nﬁﬁikaﬂ secara akurat dan tepat waktu.

2. Melakukan pembukuan khusus untuk nomor — nomor harian dari unit
operasi untuk dikirimkan ke Bank Indonesia.

3. Melaporkan laporan likuiditas mingguan untuk dikinmkan ke Bank
Indonesia.

4, Menylapkan laporan — laporan neraca bulanan untuk dikirimkan kepada
Bank Indonesia.

M. Adccounting Officer ( AO )
Tugas dan Accounting Officer adalah sebapai berikut.
. Bertanggung jawab kepada Dewan Direksi.
2. Melaksanakan kebijakan pembiayaan dan bertanggung jawab mencari,

menerima serta menehih permohonan pembiayaan yang baru
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O. Legal Analvs ( LA )

Tugas dan Legal Analys adalah bertanggung jawab atas pelegalan ( legalitas ) dari
perjanjian kredit yang dilaksanakan di depan notaris.

P.  Sarana dan Logistik

Tugas Sarana dan Logistik adalah bertanggung jawab atas tersedianya sarana dan

prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional serta perawatan aset — aset

yang dimiliki oleh perusahaan.

Q. Ekspedisi dan Keamanan
Tugas Ekspedisi dan Keamanan adalah sebagpai berikut.
. Bertangpung jawab atas keamanan serta kegiatan operasional dari
gangguan pihak — pihak yang kurang bertanggung jawab.
2. Mengamankan setiap aset yang dimiliki oleh perusahaan dari pencurian

dan tindak kriminal lainnya.

Lid

Merekapitulasi setiap surat dan barang -~ barang vang masuk Mmaupun yang
keluar dari perusahaan.

R. Prabakt

Tugas dari Prabakti adalah penjaga dan petugas kebersihan.

2.4 Personalia

Unsur kepegawaian atau personalia adalah salah satu dari unsur
administrasi yang mutlak harus ada di dalam suatu perusahaan, sebab para
pegawal atau karyawan merupakan sarana untuk mencapai tujuan perusahaan.
Dalam operasionalnya, PI. BPR Syariah ASRI mempekerjakan 10 ( sepuluh )
orang pegawai yang terdiri dari 9 ( sembilan ) orang pegawai tetap dan 1 ( satu )
orang pegawal honorer yang bekerja menurut jadwal yang telah ditetapkan vaitu 5
( lima ) han kerja. Adapun jam kerja yang telah ditetapkan sebagai jam kerja akuf
PT. BPR Syariah ASRT Jember adalah sebagai berikut.

——
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Tabel 1. Jam Kerja PT. BPR Syariah ASR1 Jember

| Hari . JamKerja Jam Istirahat
| Senin - Kamis 07.30 - 1530 12.00 - 13.00
(' Jumat | 0630-1500 |  1130-13.00 |

Sumber data - P1. BPR Syariah ASRI Jember

2.5 Kegiatan Operasional PT. BPR Syariah ASRI Jember
Sesuai dengan Pasal 13 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang
telah diubah terakhir dengan Undang — Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perbankan, menyebutkan tentang Usaha Bank Perkreditan Rakyat yang meliputi ;
1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa
deposito berjangka, tabungan, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan
dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip
Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank [ndonesia ( SBI },
deposito berjangka, sertifikat deposito dan / atau tabungan pada bank lain.
Dalam hal ini Bank Perkreditan Rakyat juga dilarang mengusahakan
kegiatan — kegiatan usaha sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Undang — Undang
Nomor 7 tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang — Undang Nomor 10
Tahun 1998 sebagai berikut
. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas
pembavaran

2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.

id

Melakukan penyertaan modal.

4. Melakukan usaha perasuransian.

L

Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 Undang — Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
Berdasarkan ketentuan yang tersebut diatas, sesuai dengan fungsinya

sebagai lembaga keuangan yang berbentuk bank, selain menghimpun dana dan
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masyarakat PT. BPR Syariah ASRI Jember juga berupaya menvalurkan dana
kepada masyarakat yang memerlukan dana dalam bentuk pembiayaan ( kredit ).

2.5.1 Penghimpunan Dana

Semua dana yang dihimpun dan masyarakat oleh PT, BPR Syariah ASRI
Jember dalam bentuk simpanan merupakan simpanan Mudharabah. Mudharabah
adalah akad bersama usaha antara Shahibul Maal ( pemilik dana ) dengan
Mudharib ( pengelola dana ) dengan Nishah ( rasio / perbandingan ) bagi hasil
menurut kesepakatan di muka. Jadi bank akan mengelola dana masyarakat yang
terhimpun sehingga menghasilakan keuntungan dan membag keuntungan tersebut
sesual dengan nisbah yang telah disepakati di muka.

Nisbah bagi hasil pada PT. BPR Syariah ASRI Jember per tanggal 1
Desember untuk semua jenis simpanan adalah 38 % untuk nasabah dan 62 %
untuk pihak bank. Nisbah bagi hasil antar bank dengan nasabah tersebut dapat
berubah sesuai dengan kebijaksanaan bank.

Adapun dana yang dihimpun oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat ( BPR )
Syariah ASRI Jember adalah melalui sebagai berikut :

1. TABAH ASRI
TABAH ASRI adalah Tabungan Mudharabah ASRI yang merupakan
sarana bapi masyarakat untuk menyimpan dananya. TABAH ASRI
diperuntukkan bagi orang pribadi, yayasan, pondok pesantren, organisasi dan

masyarakat umum lainnya.
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Tabel 2. Nisbah Bagi Hasil Bank dan Nasabah Atas Tabungan Mudharabah

Per 1 Desember 2003

ﬂ

TABUNGAN MUDHARABAH ASRI

Jenis I Nisbah I|

‘ Tabungan Nasabah |  Bank
| TABUNGAN SISWA % | 602%
| TABUNGAN HAJI/ MABRUR | 389% vk o
| TABUNGAN UMUM 8% | 2% |
'?AHUN GAN QURBAN 38 % | 62 %

Sumber data : PT. BPR Syariah ASRI Jember

2.

i
e

TABSIS ASRI
TABSIS ASRI adalah tabungan Siswa ASRI yang merupakan Tabungan
Mudharabah Khusus bagi pelajar TK, SD, SLTP, dan SLTA.
TABAH ARAFAH
TABAH ARAFAH adalah Tabungan Mudharabah Arafah yaitu tabungan
yang diperuntukkan bagi masyarakat vang ingin melaksanakan ibadah haji.
Penarikan TABAH ARAFAH ini hanya dapat dilakukan apabila nasabah
hendak melunasi Ongkos Naik Haji ( ONH ) atau sesuai dengan kesepakatan
antara bank dengan nasabah.
TABAH QURBAN
TABAH QURBAN adalah Tabungan Mudharabah Qurban yang
diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin menyimpan dananya untuk
keperluan Qurban pada saat Hari Raya Idul Adha.
DERABAH ASRI
DERABAH ASRI adalah Deposito Mudharabuh ASRI yang merupakan
simpanan berjangka dengan sistem bagi hasil. Jangka waktu deposito yang
ditawarkan oleh PT.BPR Syariah ASRI adalah 1. 3. 6, dan 12 bulan. Berikut ini
nisbah bagi hasil atas DERABAH ASRIL

— E—
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Tabel 3. Nisbah Bagi Hasil Bank dan Deposan atas Deposito Mudharabah
ASRI Per 1 Desember 2003

—

| DEPOSITO MUDHARABAH ASRI A

Jangka Wakitu T Sateh _*
| Nasabah ~ Bank
! Bulan } 40% . 60%
f 3 Bulan 43 % _' ST% il
‘ 6 Bulan B 45 % 55 % |
12 Bulan 48 % ST . O

*rrmhenhw FT. BPR Svariah ASRI Jember

6.  Wadi'ah ASR]

Wadi'ah ASRI merupakan titipan murm tanpa bagi hasil, tetapi
memungkinkan nasabah untuk mendapatkan bonus. Titipan tersebut harus
dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan
menghendaki. Dengan Wadi'auh ASR] nasabah dapat melakukan transaksi
dengan pihak lain melalu PT. BPR Syariah ASRI,

7. Simpanan ASRI

Simpanan ASRI| adalah singkatan dari Simpanan Amanah ASRI yang
merupakan titipan dari masvarakat berupa zakat, infag dan shodagoh yang
selanjutnya akan disalurkar kepads vang berhak menenmanya. Simpanan
ASRI dapat juga disalurkan dalam bentuk 4/ - Qardhul Hasan yaitu pinjaman
tanpa bag hasil kepada kaum Dhu afa, Fisabilillah, korban musibah dan lain —

lain

2.5.2 Penyaluran Dana

Pembiayaan adalah penvaluran dana bank kepada masyarakat yang
memerlukan dana melalui produk produk pembiayaan yang didasarkan atas
akad (perjanpan) yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Dalam hal
pembiayaan, PT. BPR Syariah ASR] mengutamakan tambahan modal kerja dan
investasi untuk pengembangan usaha. Pembiayaan yang ditawarkan oleh PT BPR
Syaniah ASR1 adalah sebagai berikut -
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Pembiayaan Mudharabah
Merupakan pembiayaan dalam bentuk kerja sama usaha antara Bank
sebagai pemilik dana ( Shatubul Maal ) dengan pengelola dana ( Mudharib )
dengan nisbah bagi hasil yang disepakati di muka. Modal yang dipinjamkan
100% berasal dan bank dan selanjutnya dikelola oleh peminjam sehingga
menghasilkan keuntungan dan keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah
vang telah disepakati. Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh bank,
Murabahah
Murabahah merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga
perolehan dan keuntungan yang telah disepakati oleh bank sebagai penjual
dan nasabah sebagai pembeli. Selanjutnya nasabah dapat membayar barang
vang telah dibeli tersebut dengan sistem angsuran.
Musyarakah
Musyarakah merupakan bentuk kemitraan PT. BPR Syariah ASRI
dengan nasabahnya dimana masing - masing pthak menggabungkan modal
dalam jumlah yang sama atau berbeda dan melakukan usaha secara bersama
dalam suatu kemitraan dengan nmisbah pembagian hasil sesuai dengan
kesepakatan. Masing — masing pihak menjadi pemegang saham dan akan
memperoleh bagian keuntungan sesuai dengan nishah vang telah disepakati
dan apabila tenadi kerugian maka akan ditanggung bersama secara
proporsional sesuai dengan kontribusi modal.
Bai' As salam
Bai’ As salam adalah transaksi jual beli barang dengan sistem pembayaran
secara penuh di muka dan penyerahan barang kemudian,
Bai ' Al Istishna
Bai' Al Istishra merupakan jual beli barang melalui kontrak penjualan dan
berdasarkan pesanan antara pembeli dengan pembuat barang melalui bank
sebagai penjual dengan harga sesuai dengan kesepakatan serta dengan metode
pembayaran di muka atau dengan sistem angsuran. Pembayaran dapat juga
ditangguhkan sampai suatu waktu di masa yang akan datang sesuai dengan

perjanjian.
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6. Al ljarah
Al ljaruh adalah akad sewa menyewa antara muajjir ( lessor ) dengan
musta 'jir ( lessee ) atas ma jur ( obyek sewa ) untuk mendapatkan imbalan
atas barang yang disewakannya.
7. Al ljarah Al Muntaha Bittmalik
Al ljarah Al Muntaha Bittmalik adalah perjanjian sewa suatu barang antara

lessor dengan lessee yang diakhiri dengan perpindahan hak milik obyek sewa.

253 Jasa

Adapun jasa yang ditawarkan oleh PT. BPR Syariah ASRI adalah scbagai
benkut :
1. Al Wakalah

Al Wakalah adalah jasa perwakilan urusan atau pemberian kuasa melalui
suatu akad (perjanjian) antara muwakil (pemben kuasa) yaitu nasabah dengan
wakil (pemberi kuasa) yaitu PT. BPR Syariah ASRI untuk melaksanakan
suatu fauki (tugas) atas nama pemberi kuasa.

2. Al Kafalah ( Bank Garansi )

Al Kafalah merupakan akad penjaminan yang diberikan oleh kaafil
(penanggung) yaitu PT. BPR Syariah ASRI kepada pihak ketiga untuk
memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung (makful ‘anhu),

3. Ar Rahn

Ar Rahn (pegadaian syariah) merupakan akad penyerahan barang atan
harta ( marhun ) kepada bank (murtahin) sebapai jaminan sebagian atau
seluruh hutang,

4. Al Oardh

Al Qardh (pinjaman) merupakan penyediaan dana atau tagihan yvang dapat
dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara
pemunjam dan pihak yang meminjamkan, yang mewajibkan peminjam

melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.
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Al Qardh Al Hasan
Al Qardh Al Hasan merupakan pinjaman kebajikan uniuk tujuan sosial
yaitu pinjaman tanpa imbalan dari bank (mugridh) yang memungkinkan
peminjam (muqtaridh) untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu
tertentu dan peminjam wajib mengembalikan pinjaman tersebut dalam Jumlah
yang sama pada akhir periode yang disepakati, Apabila peminjam mengalami
kerugian yang bukan merupakan kelalaiannya maka kerugian tersebut dapat

mengurangi pinjamannya.

PE——
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. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJ: &'NY'HA-__._________

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) merupakan salah satu program
akhir yang harus ditempuh mahasiswa Diploma TII Perpajakan  Universitas
Jember, guna memperoleh Gelar Ahli Madya (A Md) Perpajakan. Adapun syarat
ulama bagi mahasiswa untuk dapat melaksanakan Praktek Kena Nyata (PKN)
adalah apabila mahasiswa vang bersangkutan telah menyelesaikan mata kuliah
sedikitnya 90 SKS (Sistem Kredit Semester).

Praktek Kerja Nyata (PKN) wajib diprogramkan scbagai mata kuliah
dalam Program Rencana Studi. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) sebagai
acuan dalam penyusunan laporan yang diajukan sebagai program akhir ini
dilaksanakan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah * Artha Sinar Mentari *
(ASRI) Jember.

Tahapan pertama untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata adalah
mengadakan survei pada lembaga vaitu dalam hal ini PT. BPR Syariah ASRI
Jember untuk mengetahui kesediaan lembaga menjadi obyek Praktck Kerja Nyata.
Setelah mengetahui bahwa PT. BPR Syariah ASRI Jember bersedia menerima
calon peserta Praktek Kerja Nyata, maka mahasiswa dapat mengajukan proposal
agar pihak perusahasn  dapat mengetahui  latar belakang dan tujuan
dilaksanakannya Praktek Kerja Nyata tersebut.

Kemudian didalam mengajukan permohonan menjadi peserta Praktek
Kena Nyvata, mahasiswa diharuskan membawa Surat Pengantar Prakiek Kerja
Nyata yang dapat diminta pada Bagian Akademik guna diserahkan kepada
pimpinan PT. BPR Syariah ASRI Jember sebagai permohonan secara resmi dari
prhak fakultas kepada perusahaan. Atas Surat Pengantar vang diterima tersebut,
perusahaan akan menginmkan Surat Balasan yang menvatakan kesediaannya
menerima mahasiswa Diploma 111 Perpajakan untuk melaksanakan Prakiek Kena
Nyata di PT. BPR Svariah ASR1 Jember. Dengan adanya pernyataan resmi

perusahaan untuk menerima mahasiswa melalui Surat Balasan tersebut maka

30
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Bagian Akademik dapat memberikan Surat Tugas kepada mahasiswa agar dapat
melaksanakan Praktek Kerja Nyata.

3.1.1 Tempat, Waktu dan Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
a. Tempat Praktek Kerja Nyata ( PKN )

Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan di PT. Bank Perkreditan Rakyat
Syariah “ Artha Sinar Mentari * (ASRI) Jember yang terletak di jalan PB.

Sudirman No.23 Jember,

b. Wakiu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ( PKN )

Berdasarkan ketentuan dan fakultas bahwa program Praktek Kerja Nyata
(PKN) Diploma [1l Perpajakan dilaksanakan selama 1 ( satu ) bulan. Dikarenakan
PT. BPR Syariah ASRI Jember menerapkan kebijakan 5 ( lima ) hari kerja sebaga
hari kerja efektif, maka pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan mulai
tanggal 16 Februan 2004 sampai dengan 17 Maret 2004 hanva terhitung 23 han
kerja efektif. Seperti yang telah diuraikan pada Bab II mengenai hari dan jam
kerja pada PT. BPR Syariah ASRI Jember, jam kerja adalah 8 ( delapan ) jam
sehari yaitu mulai 07.30 sampai dengan 15.30.

¢. Kegiatan Praktek Kerja Nyata ( PKN )

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ( PKN ), penulis melakukan
pengamatan pada PT. BPR Syariah ASRI Jember sechubungan densan aktivitas
usahanya dan yang paling utama adalah pelaksanaan kewajiban perpajakannya.
Terlebnh dahulu penulis melakukan pengamatan secara umum. Penulis mencoba
untuk mengetahui aktivitas di Bagian Operasional, mengingat Bagian Tabungan
dan Investasi Tidak Terikat ( [TT ) berada ¢i bawah pengawasan Bagian
Operasional, dengan tujuan selain sebagai bahan penyusunan laporan, juga
sebagal tambahan pengetahuan di Bagian Operasional perbankan.

Selanjutnya penulis melakukan pengamatan secara khusus pada Bagian
Keuangan yaitu pada Bagian Tabungan dan Investasi Tidak Terikat ( ITT ) untuk

mengamati kegiatan pelaksanaan kewajiban perpajakan di PT, BPR Svariah ASRI
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Untuk lebih jelasnya, kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan selama
program Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ( PKN ) dapat dilihat pada tabel
Kegiatan PKN berikut imi.

Tabel 4. Kegiatan Praktek Kerja Nyata

| | L ) I Minggn
| No. Jenis Kegiatan .
| 1 | m |

1. | a. Perkepalan dengan Pimpinan serta stal’ | X
dan karyawan PT. BPR Syariah ASRI fi
Jember.

b. Mengenal lingkungan dan suasana kerja
di PT. BPR Syariah ASRI Jember.

|
[
i
|

[

2. |a. Membantu staf dan karvawan pada X
Bagian Operasional
b. Membantu mengisi SPT Tahunan 2003

| dibawah bimbingan Kepala Bagian

|
|
|
|
|
|
|
|
|
.'
I
I
! . Operasional,

3. a Mempelajari jenis — jenis pajak yang ada
i PT. BPR Syariah ASRI Jember

>

b. Mempelajari tata cara penghitungan Bagi |
Hasil ~serta prosedur pemotongan, |

I

| X
‘ pemungutan, penyetoran dan pelaporan | “3
I

f

PPh Pasal 4 ayat (2) atas Bagi Hasil f
|
|

J 4 |a Mengajukan judul laporan  guna | X

; pemenuhan data dan informasi yang | {

| _ diperiukan | | <|

| b Penutupan PKN dan perpisahan dengan | : % |

‘ | para staf dan karvawan PT. BPR : . :
‘ Svartah ASRI Jember. | ! —:

3.1.2 Dasar Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 4 avat (2) atas
Bagi Hasil Deposito

Seperti yang tersebut di dalam Undang — Undang Dasar 1945 pasal 23A

bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara

diatur dengan Undang — Undang. Dalam hal ini Pasal 4 ayat (2) Undang ~ Undang
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Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang — Undang
Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan menyatakan sebagai berikut.

Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, penghasilan

dan transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dan

pengalihan harta berupa tanah dan / atan bangunan lainnya., pengenaan
pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah.

Pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengenaan Pajak Penghasilan termasuk
sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan pembavaran, pemotongan atau
pemungutan atas jemis - jenis penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) Undang — Undang Nomor 7 tahun 1983 secbagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak
Penghasilan diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan pertimbangan adanya
kesederhanaan dalam pemungutan pajak. keadilan dan pemerataan dalam
pengenaan pajaknya serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter.

Dasar Hukum yang mengatur Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Bagi
Hasil Deposito adalah sebagai berikut.

|.  Undang — Undang Dasar 1945 Pasal 23A tentang Pungutan Negara.

2. Undang — Undang Nomor 7 Tahun 1983 secbagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak
Penghasilan.

3. Peraturan pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan
atas Bunga Deposito dan Tabungan serta diskonto Sertifikat Bank
Indonesia ( SBI ).

4. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMEK.04/2001 tentang
Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta
diskonto Sertifikat Bank Indonesia ( SBI ).

Berdasarkan peraturan dan ketentuan tersebut, maka setiap pemotongan
Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito, Tabungan dan diskonto Sertifikat Bank
Indonesia ( SB1 ) oleh perbankan harus berpedoman pada peraturan tersebut
diatas.
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3.1.3 Obyek Pemotongan Pajak

Yang menjadi obyek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

adalah penghasilan yang berupa,

1.

Bunga yang berasal darn deposito dan tabungan, termasuk bunga yang
diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dalam negeri dari
deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negen melalui bank yang

didinkan di Indonesia atau cabang bank luar negeni di Indonesia.

2. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia ( Waluyo 2000:228 — 229 ),

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 131 tahun
2000 bahwa,

a. Yang dimaksud dengan deposito adalah deposito dengan nama dan dalam
bentuk apapun termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito dan
deposit on call baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang
ditempatkan atau diterbitkan oleh bank.

b. Yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan pada bank dengan

nama dan bentuk apapun termasuk piro yang penarikannya dilakukan
menurut syarat — syarat tertentu oleh masing — masing bank.

Termasuk dalam pengertian deposito dan tabungan seperti vang tersebut

diatas adalah deposito dan tabungan dalam rupiah maupun valuta asing yang

ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan di Indonesia atau cabang

bank luar negen di [ndonesia.

Atas ketentuan tersebut pada saat memberikan bunga atau bagi hasil, bank

wajib untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Bunga atau Bagi

Hasil Deposito dan Tabungan.

3.1.4 Pemotong Pajak

Yang wajib melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas bunga

Deposito dan Tabungan serta diskonto Seriifikat Bank Indonesia ( SBI ) adalah,

1.

Bank termasuk Bank Indonesia yang membayarkan bunga deposito dan

tabungan serta diskonto SBI.
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Bank dan Dana Pensiun vang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri
Keuangan yang menjual kembali SB1 atau sertifikat deposito kepada pihak
lain yang bukan bank dan dana pensiun yang pendiriannya belum disahkan
oleh Menteni Keuangan,

Kantor pusat Bank yang didirikan di Indonesia atas bunga deposito dan
tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui cabang bank vang
didirikan di Indonesia tersebut.

Cabang bank luar negeri di Indonesia atas bunga deposito dan tabungan
yang ditempatkan di luar negeri melalui cabang bank luar negeri tersebut
di Indonesia ( Waluyo,2000:229 ),

Pemotong pajak tersebut merupakan pihak yang berkewajiban untuk

melakukan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas

bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia ( SRI ).

Wajib Pajak Pemotong tersebut berkewajiban untuk memotong setiap bunga dan

diskonto yang diberikan kepada setiap nasabahnya untuk selanjutnya disetor dan

dilaporkan.

J.1.5 Tarif dan Sifat Pemotongan

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemenntah Nomor 131 tahun 2000

disebutkan besarnya tasif pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan
Tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia ( SBI ) adalah sebagai berikut.

1.

Sebesar 20 % ( dua puluh persen ) dari jumlah bruto dan bersifat final atas
bunga dan diskonto vang terutang atau dibayarkan kepada penerima
penghasilan baik orang pribadi maupun badan dalam negeri dan Bentuk
Usaha Tetap di Indonesia.

Sebesar 20 % ( dua puluh persen ) dan jumlah penduduk atau sesuai
dengan tanif vang ditetapkan dalam Peranjian Penghindaran Pajak
Berganda ( I'ax Treaty ) dan bersifat final, atas bunga dan diskonto yang
terutang atau dibayarkan kepada penerima penghasilan Wapb Pajak luar
negert , baik orang pribadi maupun badan selain Bentuk Usaha Tetap di
Indonesia { Waluyo,2000:229 )
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Pajak Penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto
Sertifikat Bank Indonesia ( SBl ) adalah bersifat final, sehingga penghasilan
berupa bunga deposito, tabungan dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia ( SBI )
yang ditenma atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi atau badan tidak perlu
digabung dengan penghasilan lainnya dalam penghitungan pajak penghasilan
yang terutang dalam pengisian Surat Pemberitahuan ( SPT ) Tahunan Pajak
Penghasilan. Demikian pula dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak ( PKP )
dalam Surat Pemberitahuan ( SPT ) Tahunan, Wajib Pajak yang bersangkutan dan
Pajak Penghasilan atas deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank
[ndonesia ( SBI ) yang sudah dipotong olch Bank dan Dana pensiun tidak dapat
dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan ynag terutang untuk tahun pajak yang
bersangkutan.

Pada prinsipnya pengenaan Pajak Penghasilan atas bunga deposito dan
tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia ( SBI ) bersifat final. Namun
demikian bagi Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi yang tergolong
berpenghasilan relatif rendah dan seluruh penghasilannya termasuk bunga dan
diskonto yang dalam satu tahun pajak tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena
Pajak ( PTKP ), atas pajak vang telah dipotong tersebut dapat diajukan

permohonan restitusi melalui prosedur restitusi sederhana ( Waluyo, 2000:230 ).

3.1.6 Dikecualikan dari Pemotongan Pajak
Atas penghasilan berupa bunga yang berasal dari deposito dan tabungan

serta Sertifikat Bank Indonesia ( SBI ). vang dikecualikan dari pemotongan Pajak

Penghasilan adalah sebagai berikut.

I.  Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di

Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
Walaupun penghasilan berupa bunga atau diskonto yang diterima atau
diperoleh bank di Indonesia dan cabang bank luar negeri di Indonesia tidak
dipotong Pajak Penghasilan. tetapi penghasilan tersebut wajib dilaporkan
dalam Surat Pemberitahuan ( SPT ) Tahunan Pajak Penghasilan dan
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terutang Pajak Penghasilan sesuar dengan tant umum ( Tarif Pasal 17

Undang - Undang Pajak Penghasilan ).

Bunga tabungan kecil, dengan batasan sebagai berikut,

a. diselenggarakan oleh bank di Indonesia dalam mata vang rumah;

b. jumlah setoran terendah tidak lebih dan Rp. 2.500,00 { dua ribu lima
ratus rumah };

¢. saldo terendah untuk penghitungan bunga tidak lebih  dan
Rp. 10,000,00 ( sepuluh ribu rupiah ), dan

d. saldo bulanan tertinggi tidak lebih dari Rp. 1.000.000,00 ( satu juta
rupiah ).

Dalam hal salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak lam

memenuhi kriteria sebagai tabungan kecil. Dengan demikian seluruh

bunga vang diterima atau diperoleh dalam bulan yang bersangkutan

dipotong Pajak Penghasilan.

Bunga deposito dan tabungan, diskonto Sertifikat Bank Indonesia ( SBI ),

yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendinannya telah

disahkan oleh Menteri Keuangan.

Dalam hal bank dan dana pensiun vang pendinannya telah disahkan oleh

Menten Keuangan, maka atas diskonto Sertifikat Bank Indonesia ( 8Bl )

dimaksud, yaitu berupa selisth antara milai nominal Sertifikat Bank

Indonesia dengan harga jualnya, wajib dipotong Pajak Penghasilan oleh

bank dan dana pensiun penjual.

Sedangkan pihak lain terscbut apabila kemudian menjual kembali

Sertifikat Bank Indonesia dimaksud. maka selisth antara nilai nominal

dengan harga jualnya merupakan keuntungan karena pengalihan harta

yang tidak perlu dipotong Pajak Penghasilan, namun demikian keuntungan

tersebut wanb dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan ( SPT ) Tahunan

Pajak Penghasilan dari Wajib Pajak yvang menenma atau memperoleh

keuntungan tersebut.

Bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia

( SBI ) vang ditenma atau diperoleh Gerakan Pramuka Indonesia dan
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Palang Merah Indonesia, serta badan sosial tertentu berdasarkan

persetujuan Menten Keuangan,

5. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia

( SBI ) yang diterima atau diperoleh oleh bukan Subyek Pajak, yaitu.

a. badan perwakilan negara asing;

b. pejabat — pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat —
pejabat lain dari negara asing, dan orang - orang vang diperbantukan
kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama —
sama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di
Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar
jabatannya di Indonesia serta negara vang bersangkutan memberikan
perlakuan timbal balik:

C. orgamsasi — organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan dengan svarat tidak menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia;

d. pejabat — pejabat perwakilan organisasi Internasional yang ditetapkan
oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia
dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan
lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia ( Waluyo, 2000:230-
23113,

Berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemernintah Nomor 131
tahun 2000, untuk melindungi para deposan dan penabung kecil, maka atas bunga
deposito dan tabungan yang diterima atau diperoleh para penabung kecil tersebut
tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan, sepanjang jumlah deposito dan
tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia ( SBI ) tersebut tidak melebihi
Rp.7.500.000,00 ( tujub juta lima ratus ribu rupiah ) dan bukan merupakan jumlah
yang dipecah — pecah.
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3.1.7  Pelaksanaan Pemotongan, Pemungutan, Penvetoran dan Pelaporan

Pajak Penghasilan Pasal 4 avat (2) atas Bagi Hasil Deposito.

Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki usaha pokok vaitu
menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian menyalurkan kembali dana
tersebut kepada masyarakat. Fungsi bank dalam hal menghimpun dana dalam
bentuk simpanan ( deposit ) sangat menentukan pertumbuhan suatu bank, sebab
volume dan vang berhasil dihimpun atau disimpan tentunva akan menentukan
pula volume dana yang dapat dikembangkan oleh bank tersebut.

Demikian pula halnya dengan PT, Bank Perkreditan Rakyat Syariah ASRI
Jember, berupaya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat berdasarkan
Prinsip Syanah Sebagaimana terscbut dalam Pasal | ayat (13) Undang - Undang
Nomor 7 tahun 1992 yang telah diubah terakhir dengan Undang — Undang Nomor
10 tahun 1998 tentang Perbankan, menyebutkan pengertian Prinsip Svariah adalah
schaga benkut

Perjanpan berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk
penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya
yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan
prinsip bagi hasil ( mudharabah ), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan
modal ( musharakah ), prinsip jual beli barang dengan memperoleh
keuntungan ( murabahah ), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip
sewa murni tanpa pilihan ( Jarah ), atau dengan adanya pilihan pemindahan
kepemilikan atas barang yang disewa dan pihak bank olch pihak lain ( yarah
wa igtina ).

Dalam Pasal 4 Undang — Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 17 tahun 2000, disebutkan
bahwa setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib
Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat
dipaka1 untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak vang
bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun dikenakan pajak

Apabila dilihat dan mengalimya tambahan kemampuan ekonomis kepada
Wayib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu schagai
berikut.
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I. Penghasilan dan pekenjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan behas
seperti gap, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notans, aktuans,
akuntan, pengacara, dan sebagainya.

2. Penghasilan dan usaha dan kegiatan.

Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak

seperti bunga, deviden, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak

yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya.

4. Penghasilan lain — lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain
sebagainya ( Waluyo,2000:51),

Dalam hal i penulis hanya membahas tentang penghasilan berupa bunga
terutama bam hasil yang diperoleh atas deposito pada PT. BPR Syariah ASRI
Jember.

Seperti halnya bunga pada perbankan konvensional, Bagi Hasil merupakan
imbalan atas modal yvang ditanam oleh nasabah pada perbankan syanah dalam
bentuk simpanan, Perbedaan mengenai imbalan atas modal yaitu bunga pada
perbankan konvensional dan bagi hasil pada perbankan syariah terletak pada
besarnya pendapatan yang diterima oleh bank.

Pada dasarnya, pada perbankan konvensional berapapun besarnya
pendapatan yang diterima oleh bank, bank akan secara tetap memberikan bunga
atas simpanan nasabahnya berdasarkan tingkat suku bunga vang berlaku.
Sedangkan pada perbankan syariah, pendapatan yang diterima oleh bank
berpengaruh terhadap besarnva Bag Hasil yang akan diperoleh masing — masing
nasabah sebab pendapatan vyang diperoleh bank akan dibagikan secara
proporsicnal sesual dengan besarnya dana yang disimpan nasabah. Jadi semakin
besar pendapatan bank maka semakin besar bagian pendapatan bank yang
dibagikan kepada nasabah, dan semakin besar saldo deposito dan tabungan
(simpanan ) nasabah, maka scmakin besar pula bagi hasil yang diterima ( dengan
asums! dana yang berhasil dihimpun bank dalam bentuk tabungan dan deposito

serta pembiayaan atau kredit vang disalurkan oleh bank adalah tetap ).
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Selanjutnya untuk memperjelas perbedaan antara bunga pada bank

konvensional dengan bagi hasil pada bank syariah, dapat dilihat pada tabel 3

sebaga berikut.

Tabel 5. Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil ( Antonio,1999:88)

BAGI HASIL

|
BUNGA {
'a. Penentuan bunga dibuat padd waktu |
| akad dengan asumsi harus selalu :

untung. |

i&.

Penentuan besamyva rasio nishah
bagi hasil dibuat pada waktu
akad dengan berpedoman pada

kemungkinan untung rug;, |
|

b. Besarnya prosentasc berdasarkan | b.

|
| pada jumlah vang (modal) vang

dipinjamkan
|

Bf:sa_rn}fa rasio  bagi  hasil |
berdasarkan  pada  jumlah |

keuntungan yvang diperoleh.

dijanjikan tanpa pertimbangan apakah |
- |
| proyek yang dijalankan oleh pihak

nasabah untung atau rugi.

¢. Pembayaran bunga tetap seperti yang , .

|

Bagi hasil  tergantung pada i
keuntungan  proyek  yang
dijalankan.  Apabila  usaha
merugi, kerugian akan
ditangrung bersama oleh kedua
belah pihak.

memngkat sckalipun jumlah |

keuntungan berlipat. |
|

d. Jumlah pembayaran bunga tidak | d.

Jumlah  pembagian  laba
menmingkat  sespal dengan

peningkatan jumlah pendapatan.

Pada prinsipnya Bagi [Hasil merupakan tambahan kemampuan ekonomis

vang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan pihak

vang memperolehnya, sehingga atasnya dikenakan pajak. Demikian pula dengan

penghasilan berupa Bagi Hasil pada perbankan syaniah, wajib dikenakan Pajak

Penghasilan berdasarkan Undang — Undang dan ketentuan yang berlaku, sehingga

PT. BPR Svanah ASRI Jember berkewajiban memotong dan memungut Pajak
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Penghasilan Pasal 4 ayat (2) final atas Bagi Hasil deposito dan tabungan vang

diterima atau diperoleh setiap deposan dan nasabahnya,

a. Prosedur Perhitungan Bagi Hasil dan Perhitungan Pajak Penghasilan

Pasal 4 ayat (2) atas Bagi Hasil Deposito

Sebelum melaksanakan pemotongan Pajak Penghasilan atas deposito

tersebut, PT. BPR Syariah ASRI Jember melakukan perhitungan Bagi Hasil yang

akan diterima oleh setiap deposan. Sama halnya dengan perhitungan Bagi Hasil

atas tabungan, ada beberapa hal yang harus diketahui terlebih dahulu dalam

menghitung Bagi Hasil deposito, antara lain :

I3

Ld

Dana pihak ketiga Mudharabah, yaitu dana yang berhasil dihimpun oleh
PT. BPR Syariah ASRI dalam bentuk simpanan baik dalam bentuk
tabungan maupun deposito dalam satu bulan takwim.

Pembiayaan vang disalurkan oleh bank dalam satu bulan takwim.
Pendapatan yang diperoleh bank dalam satu bulan takwim.

Nisbah bagi hasil antara bank dcngan nasabah,

Untuk lebih jelasnya, berikut ini diberikan contoh dasar perhitungan dan

pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 4 avat (2) atas Bagi Hasil deposito pada bulan
Desember 2003 dan Januari 2004,
Dika diketahui pada bulan Desember 2003, hal — hal sebagai berikut :

1.

-2

Lid

Dana pihak ketiga Mudharabah yang berhasil dihimpun selama bulan
Desember 2003 adalah sebesar Rp. 377 252.467 00

Pembiayaan yang disalurkan kepada debitur pada bulan Desember 2003
adalah sebesar Rp. 872.000.000,00

Pendapatan yang diperoleh bank selama bulan Desember 2003 adalah
sebesar Rp. 24.224 750,00

Nishah bagi hasil antar bank dengan nasabah yang berlaku per tangeal |

Desember 2003 adalah sebagai berikut.
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Tabel 6. Nisbah Bagi Hasil Bank dan Deposan Atas Deposito Mudharabah

ASRI per | Desember 2003
g I

| DEPOSITO MUDHARABAH ASRI

|

‘ Jangka Waktu ' ~ Nisbah 1

! TR Fasahah | Bank i
' 1 Bulan . 40 % 60 ”;u
| 3 Bulan : 43 % 57 %
| 6 Bulan | 435 % 55 %
12 Bulan 48 % | 52 %

Sumber data : PT. BPR Syariah ASRE Jember

Pendapatan bank akan dibagikan kepada deposan melalm Bagi Hasil. Bagi
Hasil deposito dapat diketahwi melalui beberapa tahap penghitungan. Tahap —
tahap penghitungan tersebut adalah sebagar benkut.
. Menghitung Pendapatan Dibagi.
Pendapatan vang dibagi diperoleh dari dana Pihak ketiga Mudharabah
dibagi dengan Pembiavaan dan dikalikan dengan Pendapatan bank.

Pendapatan dibagi = DanaPl_hak L T3 SRk % Pendapatan Bank
Pembiayaan

5 g
o TR0 35T, 24204750
872.000.200

= 10.480.326
Jadi baman dan pendapatan bank yvang akan dibagikan kepada seluruh
nasabah PT. BPR Syariah ASRI pada bulan Desember 2003 adalah
sebesar Rp. 10.480.326.00.

I=d

Menghitung Hasil Investasi per mill.
Hasil mvestasi per mill dapat diperoleh dari seribu kah pendapatan yang
dibagi dengan Dana Pihak ke-3 Mudharabah.
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Pendapatan yang E]ibagi .
Diana Pihak Ke— 3 Mudharabah

Hasil investasi permill = = 1000

_ 10480326

377.252.467
= 27,78066
=978

000

Menghitung Bagi Hasil per mill.
Sama halnya dengan Bagi Hasil per mill tabungan, besarnya bagi hasil per
mill deposito akan berbeda untuk setiap jenmis deposito yaitu tergantung
dari besarnya nishah, karena Bagi Hasil per mill dihitung dengan
mengalikan hasil investasi per mill dengan nishah bagt hasil antara
nasabah dan bank ( lihat tabel 6 ). Penghitungan bagi hasil per mill adalah
sebagai berikut.
Misalkan jenis deposito jangka waktu satu bulan dengan nishah bagi

hasil satu bulan untuk nasabah sebesar 40 Y.
Perhitungan Bagi Hasil per milinya adalah.

= 278 x 40 %

=11.32
Ketentuan ini juga berlaku untuk jenis deposito yvang lain. Untuk jangka
waktu 3 bulan dengan nisbah bagi hasil untuk nasubah sebesar 43 %.
Ferhitungan Bagi hasil per milinya adalah.

= 278x 43 %

= 1354
Untuk jenis deposito jangka waktu 6 bulan dengan nisha/i bagt hasil untuk
nasabah sebesar 45 %,
Perhitungan Bag hasil per millnya adalah.

=278 x 45%

= 1251
Untuk jenis deposito jangka waktu 12 bulan dengan nishah bag hasil untk

nasabah schesar 48 Y.
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Perhitungan Bagi hasil per millnya adalah,
= 27.8 x 48%
= 13,34

1

Sehingga, sesuai dengan nisbah yang ditentukan maka besarnya Bagi
Hasil per mill tiap - tiap jenis Deposito akan berbeda.
Menghitung Bagi Hasil.
Besarnya Bagi Hasil yang diperoleh tergantung dan saldo awal deposito
sebelum perhitungan Bagi Hasil tiap deposan. Sehingga semakin besar
saldo deposito yang dimiliki para deposan, maka semakin besar pula bagi
hasil vang akan diperoleh.
Apabila diketahui Tn. A dan Tn. B mempunyai saldo awal deposito jangka
waktu 6 bulan dengan misbah per mill yang digunakan 12,51, masing —
masing sebesar Rp. 30.000.00000 dan Rp. 40.000.000,00 maka

penghitungan Bagi Hasil diperoleh dengan menggunakan rumus berikut.
a lUntuk Tn. A

Bagi Hasil permill
1000

Bagi Hasil = = Saldoawaldeposito

5
~ 2131 56.000.000
1000

= 375.300

b. Untuk Tn. B

Bag Hasil permull
1000

Bagi Hasil = x Saldoawaldeposito

21,51
= ——x 40.000.000
1000

= 500.400
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Jadi, besarnya Bagi Hasil untuk Tn. A dan Tn, B masing — masing adalah sebesar
Rp. 375.300,00 dan Rp. 500.400,00.

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dikenakan atas Bagi Hasil deposito
yang ditenma deposan dengan saldo deposito diatas atau lebih  dari
Rp.7.500.000,00 yaitu sebesar 20 % dari bagi hasil yang diperoleh deposan dan
bersifat final. Hal ini seperti yang tersebut di dalam penjelasan Pasal 2 Peraturan
Pemenntah Nomor 131 Tahun 2000 bahwa.

Atas penghasilan berupa bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh
orang pribadi atau badan dalam negeri serta bentuk usaha tetap dikenakan
pemotongan Pajak Penghasilan final sebesar 20 % ( dua puluh persen ) dari
Jumlah bruto, dalam hal jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank
Indonesia tersebut lebih dari Rp. 7.500.000 ( tujub juta lima ratus ribu
rupiah ) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah — pecah.

Bersifat [inal artinya tidak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan
yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, seperti yang diungkapkan
oleh Mardiasmo (2000:102) sebagai berikut,

Penghasilan atas obyek pajak yang dikenakan pemotongan atau pemungutan
Pajak Penghasilan vang bersifat final tetap dilaporkan dalam Surat
Pemberitahuan, hanya saja jumlahnya tidak digunggungkan dengan
penghasilan lainnya dan pajak yang sudah dipotong atau dipungut tidak
diperhitungkan sebagai kredit pajak.
Berdasarkan uraian diatas, tahap selanjutnya yang harus dilakukan PT,
BPR Syariah ASRI adalah melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat
(2) atas Bagi Hasil deposito, dengan syarat saldo awal deposito vang dimiliki
deposan melebihi Rp. 7.500,000,00. Besarnya Pajak Penghasilan yang lerutang
adalah sebesar 20 % dari bagi hasil yang diterima deposan.
Dari contoh diatas, diketahui Tn.A mempunvai saldo awal deposito
sebesar Rp. 30,000.000,00 dan menerima bagi hasil untuk bulan Desember 2003
sebesar Rp. 375.300,00 dan Tn. B mempunyai saldo awal deposito  sebesar
Rp.40.000.000.00 dan menerima bagi hasil untuk bulan Desember 2003 sebesar
Rp.500.400,00. Jadi, Tn A dan Tn. B memenuhi ketentuan persyaratan untuk
dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Bag Hasil deposito, maka
perhitungan pajaknya adalah sebagai berikut.
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PPh Pasal 4 ayat (2) terutang vang dikenakan atas deposito Tn. A -
PPh Pasal 4 ayat (2) terutang = 20 % x Bagi Hasil Tn. A
=20 % x Rp. 375.300,00
= Rp. 75. 060,00
PPh Pasal 4 ayat (2) terutang yang dikenakan atas deposito Tn. B ¢
PPh Pasal 4 ayat (2) terutang = 20 % x Bagi Hasil Tn. B
=20 % x Rp. 500.400,00
= Rp, 100.080,00
Jadi, besarnya pajak yang wajib dikenakan atas Bagi Hasil vang diterima Tn. A
adalah sebesar Rp. 75.060,00 dan Tn. B adalah sebesar Rp. 100,080,00,

Misalkan Tn.C mempunya deposito jenis jangka waktu 12 bulan dengan
saldo awal deposito pada bulan Januari 2004 sebesar Rp. 49.500.000,00. Karena
deposito yang dimiliki jenis jangka waktu 12 bulan, maka nisbah vang digunakan
sebesar 48 %

Jika diketahui pada bulan Januari 2004 hal - hal sebagai berikut -
I. Dana pihak ke-3 Mudharabah vang berhasil dilimpun selama bulan

Januan 2004 adalah sebesar Rp. 419.536.103,00

2. Pembiayaan yang disalurkan kepada debitur pada bulan Januari 2004
adalah sebesar Rp. 914.523.900,00

3. Pendapatan yang diperoleh bank selama bulan Januari 2004 adalah sebesar
Rp. 27.110,550,00

4. Nishah bagi hasil antara bank dan nasabah yang berlaku per tanggal 1

Desember 2003 adalah sepert tercantum pada tabel 6.

Maka, pihak bank dalam hal im PT. BPR Syariah ASRI Jember melakukan
beberapa tahap perhitungan sebagai berikut
|. Menghitung Pendapatan Dibag.
Dana Pi:hak Ke - 3 Mudharabah
Pembiayaan

~ 419.536.103
914.253.900

Pendapatan dibagi =

» Pendapatan Bank

= 27.110,550

=12436913
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2. Menghitumg Hasil Investas: per mill

Pendapatan yang dibagi

—_ = 1000
Dana Pihak Ke — 3 Mudharabah

Hasil investasipermill =

12.436913
i %

% 100
419.336.103

=29, 64
3. Menghitung Bagi Hasil per mill
Bagm Hasil per mill= Hasil Investasi per millx Nisbah Bag Hasil

=29.64 x48 "%
= 14,22

4, Menghitung Bag Hasil

Bagi Hasil Per mill
1000

BagiHasil= x Saldo Awal Deposito

2
= I4l_-2 =49 500.000
10060

= 703.890

5. Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Bagi Hasil Deposito
PPh Pasal 4 Ayat(2) =20 % x Bagi Hasil
=720 % x 703.890
=140.778
Jadi, dapat diketahui besarnya Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayatl (2) Atas
Bagi Hasil Deposito vang harus dikenakan dan deposito Tn. C adalah sebesar
Rp. 14077800,



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

b.  Prosedur Pemotongan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak
Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Bagi Hasil Deposito,

P BPR Syaniah  ASRI  sebagmi  pemotong pajak  berkewajiban
menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang telah dipotong dalam satu
bulan takwim paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya kepada Bank
Persepsi yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ( SSP ),

Kewajiban PT. BPR Syariah ASRI setelah penyetoran adalah melaporkan
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang telah dipotong kepada Kantor Pelayanan
Pajak ( KPP ) setempat yaitu KPP Jember paling lambat tanggal 20 bulan takwim
berikutnya, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dilaporkan dengan menggunakan
Surat Pemberitahuan { SPT ) Masa PPh Pasal 4 ayat (2) dan atas pelaporan
tersebut PTBPR Syanah ASRI menenma bukti penerimaan surat dan KPP
Jember sebagai bukti telah melaporkan PPh Pasal 4 avat (2) untuk masa pajak
vang bersangkutan

Berdasarkan  comtoh  diatas PT. BPR  Syaniah  ASRI  berkewajiban
menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) vang dipotong pada bulan
Desember 2003 atas Deposito vang dimiliki Tn. A dan Tn. B masing - masing
sebesar Rp. 75.060,00 dan Rp. 100.080,00 kepada kas negara melalui Bank
Persepsi yang ditunjuk dalam hal im Bank Permata Cabang Jember dengan
menggunakan Surat Setoran Pajak ( SSP ) paling lambat tanggal 10 Januari 2004
sedangkan atas Deposito Tn, C pada bulan Januari 2004 sebesar Rp. 140.778,00
disetorkan paling lambat tanggal 10 Pebruari 2004, Untuk selanjutnya melaporkan
penyetoran tersebut kepada Kantor Pelayanan Pajak ( KPP ) setempat yaitu KPP
Jember dengan menggunakan Surat Pemberitahuan ( SPT ) Masa Pajak
Penghasilan Pasal 4 ayat (2), untuk Tn. A dan Tn. B paling lambat tanggal 20
Januan 2004 sedangkan untuk Tn. C paling lambat tanggal 20 Pebruan 2004
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3.2 Penyampaian Surat Pemberitahuan { SP'T ) Masa Pajak Penghasilan
Pasal 4 Ayat (2) Atas Bagi Hasil Deposito dan Tabungan Oleh PT. Bank
Perkreditan Rakyat Syariah ASRI Jember Tahun Pajak 2002.

PT. BPR Syariah ASRI Jember merupakan wajib pajak yang tergolong
cukup patuh di dalam melaksanakan kewajiban perpajakannva. Untuk lebih
jelasnya, berikut diberikan gambaran pelaksanaan kewajiban perpajakan PT. BPR
Syariah ASR] lember mengenai Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas bagi hasil
deposito dan tabungan, yvang berupa Nilai Obyek Pajak, Pajak Penghasilan yang
dipotong waktu penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).

Tabel 7. Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) atas Bagi Hasil
Deposito dan Tabungan Tahun Pajak 2002 PT. BPR Syariah
ASRI Jember.
[ Masa Nilai obyek PPh yang " Tanggal
Pajak Pajak dipotong Penyetoran i Pelaporan -
' (Rp) (Rp)
Januari 567.600 113,520 | 10-02-2002 | 15-02-2002
Pebruari 572.800 [14.560 | 09-03-2002 i 14-03-2002
Maret 593,100 118.620 | 09-04-2002 l 12-04-2002
April | 768.900 153.780 | 05-05-2002 | 16-05-2002
Mei |  688.800 [37.760 | 09-06-2002 i 18-06-2002
Juni | 762.900 152,580 | 10-07-2002 | 17-07-2002
1 Juli |  507.163 | 101432 11-08-2002 i 19-08-2002
Agustus 585.329 117065 | 09-09-2002 | 18-09-2002
September 606.343 ! 121.268 [ 08-10-2002 [ 18-10-2002
Oktober 658017 | 131.603 | 12-11-2002 | 22-11-2002
| Nopember 486400 | 97.280 09-12-2002 | 31-12-2002
Desember 909640 | 181928 | 08-01-2003 12012003

Sumber data: PT. BPR Syariah ASRI Jember
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Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa besarmmnya Pajak
Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yvang dipotong oleh PT. BPR Syariah ASRI Jember
untuk tahun pajak 2002 tergolong kecil. Hal ini disebabkan sebagian besar
deposito yang ditanamkan pada saat itu adalah deposito jenis jangka waktu
1 bulan dan 3 bulan, dengan nilai nominal vang relatif kecil, sehingga nishah bagi
hasil yang digunakan sebagai perhitungan bagi hasil juga bernilai kecil, vang
berimplikasi kepada besarmya Pajak Penghasilan yang akan dikenakan juga
bernilai kecil.

Selain itu, scbagian besar tabungan pada P1. BPR Syariah ASRI Jember
merupakan tabungan yang memperoleh bapi hasil dengan kriteria bagi hasil
tabungan kecil, sehingga dikecualikan dari pengenaan pajak. Dalam hal ini
PT. BPR Syariah ASRI Jember mengecualikan pengenaan pengenaan Pajak
Penghasilan atas penerima bagi hasil yang sesuai dengan kritena pengecualian
berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pengecualian tersebut diatur oleh Undang —
Undang untuk memnuhi rasa keadilan dalam hal pengenaan pajak mengingat
sebagian besar nasabah PT. BPR Syariah ASRI Jember adalah masvarakat kecil,
Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Rudy Badrudin dan Subagyo (1998:68)
bahwa selayaknya Bank Perkreditan Rakvat memiliki sasaran orientasi sebagai
berikut.

Melayami kebutuhan petani, peternak, nelayan, pedagang. pengusaha
kecil,pegawai, dan pensiunan karena sasaran ini belum terjangkau oleh
bank umum dan untuk lebih mewujudkan pemerataan layanan perbankan,
pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan pendapatan, dan agar
mereka tidak jatuh ke tangan pelepas nang ( rentenir dan pengijon ).
Namun demikian. dan tahun ke tahun besamya Pajak penghasilan Pasal 4
ayat (2) atas bagi hasil deposito dan tabungan pada PT. BPR Svariah ASRI
Jember terus mengalami peningkatan. seirmg dengan meningkatnva dana
masyarakat yang berhasil dihimpun oleh PT. BPR Syariah ASRI Jember. Hal ini
dapat dibuktikan dengan besarnya PPh Pasal 4 ayat (2) yaitu bagi hasil deposito
dan tabungan yang dibayarkan PT. BPR Syanah ASRI Jember untuk Masa Pajak
Desember 2003 sebesar Rp. 443.125,00 dengan Nilai Obyek Pajak sebesar
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Rp. 2.215.625,00 dan untuk Masa Pajak Januari 2004 sebesar Rp. 535.520.00
dengan Nilai Obyek Pajak sebesar Rp. 2.662.601.00.

Meningkatnya dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh PT. BPR
Syariah ASRI Jember dari tahun ke tahun, menyiratkan bahwa semakin meningkat
pula kesadaran masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Meningkatnya peran
scrta masyarakat tersebut, selain dapat membantu memelihara peranan perbankan
nasional secara maksimal, hal tersebut juga dapat dijadikan sebagai indikasi
meningkatnya penerimaan negara melalul sektor perpajakan, dalam hal ini Pajak
Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas bagi hasil deposito dan tabungan, sehingea dapat
dipergunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional

guna memngkatkan kesejahteraan rakyat.

3.3 Penilaian Kegiatan Lembaga dalam Pelaksanaan Kewajiban
Perpajakan.

Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi
perusabiaan, badan-badan pemerintah dan swasta, MAUPUN perorangan menyimpan
dana-dananya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa vang diberikan,
bank melayam kebutuhan pembiavaan, serta melancarkan mekanisme sistem
pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Melalw pemberian kredit kepada beberapa sektor perekonomian, bank
melancarkan arus barang — barang dan jasa- jasa dari produsen kepada konsumen.
Bank merupakan pemasok ( supplier ) dari sebagian besar uang yang beredar yang
digunakan sebagai alat tukar atau alat pembayaran, schingga mekanisme
kebijakan moneter dapat berjalan. Hal — hal tersebut menunjukkan bahwa bank
merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat penting dalam menjalankan
kegiatan perckonomian dan perdagangan. Peranan bank seperti tersebut diatas
telah terbukti keikutsertaannya membangun ekonomi nasional selama ini.

Demikian pula dengan PT. BPR Syariah ASRI merupakan lembaga
keuangan syariah yang dalam pengembangannya tidak hanya ditujukan untuk
meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang selama ini belum terlayani olgh

sistem perbankan konvensional, melainkan juga berperan penting dalam upaya
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membantu  pemenintah meningkatkan penerimaan  negara melaln  sektor

perpajakan. Berdasarkan penilaian penulis mengena pelaksanaan kewajiban
perpajakan, PT. BPR Svariah ASRI merupakan salah satu wajib pajak patuh.
Sebab PT. BPR Syariah ASRI Jember di dalam melaksanakan kewajiban
perpajakan bersifatl ajeg dan transparan

Kewayjiban perpajakan yang telah dilaksanakan PT. BPR Syariah ASRI

adalah sebagai berikut.

ol

Kewajiban awal PT. BPR Syarigh ASRI Jember adalah mendaftarkan diri
kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat, dalam hal ini Kantor Pelavanan
Pajak Jember untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ),
Adapun Nomor Pokok Wayib Pajak ( NPWP ) PT. BPR Syariah ASRI Jember
adalah 01.612.791 2 — 626.000

. Kewajiban kedua yang harus dilaksanakan oleh PT. BPR Svanah ASRI

Jember adalah menghitung Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Bagi Hasil
Deposito. Mengenar perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 avat (2), PT.BPR
Syartah ASRI Jember telah melakukan penghitungan sesuai dengan ketentuan
dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMEK_04/200] bahwa setiap
bagi hasil yang diterima atas deposito yang melebihi Rp. 7.500.000,00
dikenakan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) dengan tarif 20 % final.
Kewajiban selanjutnya adalah melakukan pemotongan Pajak Penghasilan
Pasal 4 avat (2) atas Bagi Hasil Deposito untuk setiap Deposito vang
melebihi Rp. 7.500.000,00. Mengenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4
ayat (2), telah dilaksanakan sesual dengan ketentuan vang berlaku, yang
besarnyva berdasarkan perhitungan dengan membuatkan Bukti Pemotongan
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) untuk setiap transaksi.

Kewajiban selanjutnya yang harus dilaksanakan oleh PT. BPR Syariah ASRI
Jember adalah menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Bagi
Hasii Deposito yang telah dipotong, Dalam hal ini, PT. BPR Syariah ASRI
Jember berkewajiban menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayal (2) vang
telah dipotong tersebut kepada Kas Negara melalui Bank Persepsi yang
ditunjuk dalam hal im Bank Permata Cabang Jember dengan menggunakan
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Surat Setoran Pajak ( S5P ) Pajak Penghasilan Pasal 4 avat (2) paling lambat
tanggal 10 bulan takwim berikutnya.

5. Kewajiban selanjutnya yang harus dilaksanakan, adalah melaporkan
pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) kepada Kantor
Pelavanan Pajak setempat. Dalam hal i1 PT. BPR Syariah ASR] Jember telah
melaksanakan pelaporan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan
Pasal 4 (2) atas Bam Hasil Deposito kepada Kantor Pelayanan Pajak ( KPP )
setempat yaitu Kantor Pelayanan Pajak Jember dengan menggunakan Surat
Pembentahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 avat (2) paling lambat
tanggal 20 bulan takwim berkutnya.

PT BPR Swyanah ASRI lember selaku pemotong dan pemungut Pajak
Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Bagi Hasil Deposito dan Tabungan telah
melaksanakan kewajibannva meliputi menghitung, memotong, menyetor dan
melaporkan sendin Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2 ) dari nasabahnya.

Berdasarkan data penyampaian Surat Pembentahuan ( SPT ) Masa Pajak
Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak 2002 pada tabel 7 diatas, dapat diketahui
bahwa pada PT. BPR Syanah ASRI Jember telah melaksanakan penyetoran dan
pelaporan sesuai dengan Undang — Undang serta Ketentuan yang berlaku,
walaupun masih didapatkan beberapa penyetoran dan pelaporan yang terlambat
pelaksanaannva.

Segala aspek perpajakan vang dilaksanakan oleh PT. Bank Perkreditan
Rakvat Syariah ASRI Jember yang berupa pemotongan, pemungutan, penyetoran,
dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Bagi Hasil Deposito telah
dilaksanakan sesum dengan Undang -~ Undang dan Ketentuan vang berlaku, dalam
hal ini Peraturan Pemenntah Nomor 131 tahun 2000 seria Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor SUKMEK.04/2001 sebagai Peraturan
Pelaksana Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas
Bunga Tabungan dan Deposito serta Petunjuk Penmsian TFormulir Bukti
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Tabungan dan

Deposito,
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IV. PENUTUP

Alhamdultllai . Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat,
tauhk, dan hidavah — Nya selama ini. Adalah suatu anugerah vang luar biasa
besarnya, penulis diberikan waktu, kekuatan dan ketabahan schingea penulis
dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nvata ( PKN ) sebagai Tugas Akhir
dengan judul -

* Prosedur Pemotongan Dan Pemungutan PPh Pasal 4 Ayat (2) Atas Bagi
Hasil Deposito Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah ASRI Jember *

Penulis menyadar bahwa penyapan Laporan Tugas Akhir Hasil Prakiek
Kerja Nyata im masih jauh dan sempurna, baik penulisan maupun mater yang
disajikan. Hal i semata - mam karena adanya keterbatasan pengetahuan,
kemampuan, serta pengalaman vang penulis miliki. Oleh karena itu adanya kntik
dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak
demi kesempurnaan Laporan Tugas Akhir imi

Akhir kata, semoga karya ya ng teramat sederhana ini dapat mem perkaya
Khasanah literatur perbankan, ekonomi Islam dan perpajakan, serta bermanfaat
bag! para pembaca pada umumnya. Amin

|
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VEFARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN iLMU POLITIK

JI Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax 0331 - 335586 Jember 68121
Email - Fisipunej @ jember, wasantara net id Telp. (0331) 332736

SURAT - TUGAS
No. = 343 /1.25.1.2/PP.9/2004

Dekan Fakultas llmu Sosial Dan llmu Politik niversitas

Jember
Menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini
2 - = NIM
[ Deasy Arisanty 01 - 1023
.2 | Putri Sari Widodo 01 - 1073
| 3 | Sri Wahvuni 01 - 1075 |

Untuk mengikuti program kegiatan magang pads Bank Syariah Asn dj
Jember, selama 30 hari terhitung mulai tanggal 01 Maret 2004 s/d 31 Maret

2004. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata
tertib dan disiplin kerja yang berfaky

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik — baiknya

Tembusan kepada Yth, .

Ketua Program Studi D-11] Perpajakan FISIP UNE].
Kasubag. Pendidikan FISIP UNE)
Kasubag Keuangan FISIP UNEJ.

kad Pl o

¥ mvums v varnend v LT
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Ji. FB. Sudirman 23 Telp. (0331) 424646 Fax. (0331) 424646 Jember

SURAT KETERANGAN
Nomor : SKET/ASRUII/372004

Yang bertandatangan dibawah ini -

Nama : Drs.Ek.DJOKO SUJONO
Jabatan : Direktur utama
P.T BPR Syariah “Artha Sinar Mentari” Jember
Alamat : JI. PB. Sudirman No. 23 Jember
Menemangkan dengan sesungguhnya, bahwa :
Nama : DEASY ARISANTY
NIM 1010903101025
Mahasiswa  : Fakultas llmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember
Jurusan : limu Administrasi / D3 Perpajakan

Telah menyelesaikan Praktek Kerja di Kantor P.T BPR Svariah “Artha Sinar Mentan"
Jember yang dilaksanakan tanggal 16 Februari — 17 Maret 2004,

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Jember, 25 Muharram 1425 H
I7TMaret 2004 M

P.T BPRS “Artha Sinar Mentari” Jember

Drs.E];.Diuko Sujono
Direktur Utama
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DAFTAR HADIR PESERTA MAGANG
P.T. BPR SYARIAH "ASRI" JEMBER
NAMA : DEASY ARISANTY
NIM : 010903101025

NO HARI TANGGAL TANDA TANGAN
1 Senin 16-Feb-2004
2 Selasa 17-Feb-2004 2 w
3. Rabu 1B-Feb-2004
4 Kamis 18-Feb-2004 4, @
5 Jumat 20-Feb-2004 .
6. Senin 23-Feb-2004 6. Libur Nasional
7. Selasa 24-Feb-2004
8 Rabu 25-Feb-2004
9. Kamis | 26-Fab-2004
10. Jumat 27-Feb-2004
11 Senin 1-Mar-2004
12. | Selasa 2-Mar-2004
13 Rabu 3-Mar-2004
14, Kamis 4-Mar-2004
15, Jumat S-Mar-2004
16. Senin 8-Mar-2004
17 Selasa 8-Mar-2004
18 Rabu 10-Mar-2004
19, Kamis 11-Mar-2004
20 Jumat 12-Mar-2004
21, Senin 15-Mar-2004
22. | Selasa 16-Mar-2004
23 Rabu 17-Mar-2004
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DEPARTEMEN KEUANGANRI | SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR ].
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK (S SP) Untuk Arsip WP

pwp ol el le].[zlols]. 2] lel2]el.lofolo]

il sesual dengan Nowor Pokok Wallb Pafak yung dimiliki

mwp : .‘Em‘ |$PB|S tlﬂsﬂI“ Jemblari (R RN R R R NN R R R R R R N N R Rl
LAMAT : ::-r}.' EE...?HQ;&L&LH -\-'-Egl 2-} J‘Elﬂﬁ#’ﬂ -------------------- AR RR R PR R R
ey Rl bpige tr s .- lllllllllllllllllll Y N N N T N T (AR SRR "ll
AP/Kode Jenis Pajak  Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran

SPT ase untuk Tabungan/Deposito
|of1] 1] 5] 110 |0 Bulan Desember 2003.

-----------------------------------------------------------------------

2] ofo |5 |

- Diisi tahun ferutangnya pajok

n | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des

i tanda silang pada salah satu kelom bulan untek s vang berkensan

morKetetapan = | | | | | |/l 1 | |/ L [/ L [ I/ 1]

7i sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKFKBT

mlah Pembayaran Terbilang :“MPet Ratus. lmpab. Pulun.lsga.B4bu. ...
e o Seratus Dya Puluh Lima  ..........ccooivererone

T oA oS, |

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

ang Validasi Kantor Penei*lma%hnyqrﬁﬂ

esual buke peiunfuk pragisian

0.32.01
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DEPARTEMEN KEUANGAN RI | SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR 1
KANTOR PRLAVANAN PAIAK (SSP) e
wP o ] lefafz|. [z ]olt . l2]-l6 [2]6].o [ofo]

exual dengan NMamaor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
MAWP : PRa.EPRS " aSKI ", Jember

"""" R AR R AR R E R R EE R E R R RS R R R R R e e s e e

AMAT i Jl. PB Suddrman o. 23 Jember

- R E R R AR E R R e R R E R R E R E R R E R E R R E R R e e e e L R R O

LR B I A RS A S E S A A A E s e EEaE R a e e LR I O I

P/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran

0]1] 145 1 lo]o] Bulsn Janusri 2004

.............................................
...............................................

...............................................

Masa Pajak | Tahun
Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des

mnda sifang pada palah rar kolom bulam unnuk mara yeng berkenaan

orKetetapan = | | | | | [/ | | |01 Js L | Js ]|

prual Nomor Ketetapan ; STR. SKFKB, SKFEBT

lah Pembayaran Terbilang :..Lima . Ratua.Tiga. Pulubh. Lima.......ccoceeverirernrnnn
£, nuh

P .Bibu. Lima. Rakus. Lima. RUpAab.
atavad. o - WA\ '

Diterimn oleh Ka 'nr Penerima Ptmhljfl,lhln
Tanggal f......S228.x6

na Jelas :
g Validasi Kantor Penerima Pembayaran

il huktu petunful pengition

2.01
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bembai kesbounbak |1 Kantor Pelayansn Pajuk
Lembar ke-2 uniwk . Pemosong Fajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REFUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

B o 1 T B T e T A 2

_ Smumﬂmmuaﬂ {SFT),

A, Identitas Pemotong/Wajib Pajak :

NPWP : |—a|—1—J]EI [l A b ldldal d-ldol §m

WATER F Py BPRS M ASR IV - J@MD @ It

Alamat Dl PRy Budlenan - Ho w2 3 J oM@ cerianasains
B.  Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang telah dipotong/dipungut/terutang untuk masa

tahun ... 2003..... 3] dan telah disetor tanggll 1.4_ .fnn 2{35; {4} adalah sebagai berikut :

I.._;!‘u

Il.lﬁqﬁ e, L g

o[BG

() T R o

Yih. Kepala Kantor Peloyanan Pajak

+..,Jﬂmbw...........u......................

1. Bunga Deposite/Tabungan, Diskonte
SBI dan Jasa Gire :
& Wajib pajak Dalum Negeri

- Yang ditempatkan di LN

- Yang ditempstkan di DN OUBHL | .00 45 @ T | ool o 44524050

b. Wajib Pajak Luar Negeri
2. Transaksl Penjualan Saham :

4. Sahum Pendiri BEIBMOG: | |/l AEN P
b. Bukan Saliam Pendiri . F
3. Transaksi Penjualan Obligasi OLI8M406 | ooniannns 4
4, Penyerahan Hadiah Undisn BRI | [ el b
5 Persewaan Tanah dan Atau Bangunan

6. Persewnan Tanah dan Atau Bangunan
(Bagl WP yang bergerak dibidang Usaha
Persewaan atas Tanah dan/atau Bangunan):
8. PPh yang disetor sendiri BETAMOY e e e e e v

7. Penyerahan Jass Konstruksi (Bagi Penerima Jass

B. Penyerahan Jaxa Koustruksi (Bagi Wajib Pajak
yang bergerak di bidang usaha jasa konstrubsi)

(Bagi Penyewa sebapai Pemotong Pajak) LR E. I8 (1 R b s R e WLt L

b. PPh yang dipotong oleh pihak laln i bR

Sebagai Femotong Pajak) BERENRD. | |-t e i S L s | e e e i s

u, PPh yang disetor sendiri 0118409 | ...
b. PFh yang dipotong eleh pihak lnin -~ | | e
JUMLAH 443'125
Terbilang -Brpat-Retus Empet-Puluh-Tige -Ribu-Seratus -Dus.PUluh. L@ o

C. Lampiran ; (i)

{ ) Surat Setoran Pajuk sebanyak .......2...... lembar,
{ } Surat Kuass Khusus.
{ )} Dafar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat {2).
{ ) Bukii Femotongan/Pemungutan PP Pasal & ayat (2) sebanyak .....oovvvenne lembar.
{ ) Dafar Jumlah Bruto Nilai Transaksi PenJuslan Saham Dan Atau Obligasi per harl.
()
Yang Diperdagnngkan di Bursn Efek.

Ir  Pernyatoan :
Dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyurat

nuaerd--3G048

""Jﬂﬂh‘ﬂ‘l'—" e +..

0 o no
FLI32.04 [ﬁ“s joka Sule

Daftar Perantara Perdagangan Efek, Pemungutan PPh Final atus Penghnsilan dari Penjualan Saham Dan Atau Obligasi
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Lemibarke- bunmak’ © "Karer Peloyanan Pajok
unwk : P Pajak
DEPARTEMEN KEUANGAN REFUBLIK INDONESIA Lembar ke-2 untk + Pemotony. Fajd

DIREKTORAT IENDERAL PAJAK

Yih Kepala Kantor Pelayunan Pajak
gmber wefd)

A. ldentitas Pemoiong/Wajib Pajak :

MPFWE :|G|1|[6]1|:I5||T|9|1|EII_{;[E}EI]OlIl.]:f}J
MNama BT BRRES. AsnIt. Jamber.

T Alma ;e BB SRddrman. ve. 23 Jdembep
Jenuarl

URAIAN

1

@ 1. Bunga DepositarTabunpan, Diskonto SBI dan Jasa
Giro
1. Wajib Pajak Dalam Negeri ; A
- Yang {liu:mPalk:ln diDN 01 [8ra04 2'..662",6,.1 ......... e Dia, 5}5&1'?.[? ,,,,, -
« Yang ditempatkan di LN
b. Wajib Bajak Luur Negeri
2. Transaksi Penjunlon Saham
. Saham Pendin DL 18406
b.Bukan Sakam Pendiri
. Transaksi Penjualan Obligasi 01 185306
. Penyerohun Hudish Undian 0118405
. Persewaan Tanuh dan At Bangunun
(Bagi Penyewy sebagai Pemotong Pajak) DLHIRMNY | ccieeiianiiniics il ER A el i
Persewaan Tanah dan Alsu Bangunan
{Begi WP yang bergerak dibidang Usaha
Persewann atas Tangh danfutau Bangunan )
a. PPh yang disetor sendiri OLIRRI0E | e-tienissiinss it | snnnisnsieeiens | nisiiiini i PR
b.PPh yang dipetong aleh pihak lain S [ ————————
7. Penyeruhan Jusa Kanstruksi (Bagl Penerima Jusa
Sebagni Pemciong pajak) LUER B 7L R S
& Penyernhan Jasa Konstruksi (Bagi Wajib Pajak
(‘\ yarg bergorak di bidong ustha jasa konstruksi)
o PPh yong disetor sendiri 0118d09 | -om
b.FPh yang dipotong oleh pihak liin B ANELN o

JUMLAH 535.520
Terbilang....=dMa fecus [1,ps FPulua Lime Lims Hatus Dus Pdaluh Ranieh oo nd

A de tad

&

C. Lampiran 1 {5)

) Sural Setorun Pojok sehanyak ...ooiceinin. lembar

) Surar Kuosu Khusus,

)} Dafiar Bukii Pemotongan/Pemunguian PPh Pasal 4 aya (2).

) Bukti Pemotongan /Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2) sebanyak:. i lembar.

) Duftar Jumluh Bruto Nila Transaksi Penjuslin Sulam dan Atsy Obligusi per hari.

1 Daftar Perantara Perdagangan Efek, Pemungotan PPh Finyl stus Penghasilan dar Penjualan Saham Dan Atau Oibligasi
Yang Diperdogangkan di Bursa Efek

v Pernyataan :
Dengan ini saya imenysiokan bahwa permberiabuan o stas sdalah benar, lengkap dan tidak bersyoru,

FL1LI2.04
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NISBAH NASABAH DAN BANK
TABUNGAN DAN DEPOSITO
Per 1 Desenber 2003 [
JENIS NISBAH
Nasabalb Bank
TABUNGAN
* Tab. Siswa 38 62
* Tab. Haji / Mabrur 28 62
* Tab. Unmm 38 62
* Tab. Qurban 38 62
DEPOSITO
* 1 Bulan 40 60
* 3 Bulan 43 57
* 6 Bulan 45 55
* 12 Bulan 48 52

Konmisans Utama
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER

FARKULTAS IEMU SOSIAL DAN TLMU POLITIK
Jt Kalimanten — Kampus Tegalboto Telp, (0331) 333380, 331342 Fax (0331} 335586 Jember 62]2]
Emadl ; Bsip.unej@tel’ waot Telp. (0331} 3372735

Nﬂ.mﬂ. i-m#ﬂq'fmm --------- e w L R T T e s EE
NIM PRI ccoonvesomizsiavinsinnm s ennseoreoters S e
Alamat . Jle Jada TIC Nlo, 21 JEISE:

}m :imm-.‘ﬁ;ﬁarls:%ﬁl llllllllll 'l..l.llf‘!l't' lllll ii.i’l_.l‘ii'll

Prog:mﬁtudi , _DIPLG:-IA III PERF JAKAD

------------------------------------------------------------

Jodul Laporen, 3. BAGANR S0 Al BT DL T 12 pn I

- *
- - AL T 31

llllllll "-l"-lﬂIII‘!lﬁ“.i‘i..-.l'-illhlih-lII"-'I“ L O L
FR ARSI EA SRS e LA LR E R PR e - LE A RN TR
lllllllllll i"-I-'-I-'ll-l‘il-l'i-l'i'l-'-'-IIFI-l‘-liy'il-ii‘y'-}j-‘.'.t[il‘

= - - § - ISl . T

Dosen Permbimibing : . 218, H. LUD'HAR SLOIFUILIY, K.5i
----------------- ﬁ-lb'-}ii-"l‘t ‘-l-tli-—.li--"il!li‘Ql-r"'ii"l'l"
iiiiiiiiiiiiiiii - e 'll-'l.'lit...ih"-"'llliiiiltollt..‘.ii L Y

NO | Hax/Tanggal Jam U’ m Kegiatan

1o |Kamis, 25 Juli 04 | 15.30 ZTGATUAT JuIoL y \r

2. |Semin, 1% Ckt 04 | 45.30! BnmmiGs m.a I, 2B IT, M" ;
3. |Sabtu, 23 Ckt 04 | 05.30| BONEDGAN BaB III, Bi3 IV V‘
4+ |Sabtu, 23 Okt 04 1o.ﬂa;r ACC q,-v

|

“atatan : i
L Dibawamahasiswa yang bersangkutan pada setiap konsultasi
2. Ditanda tangani cleh Dosen Pemnbimbing Laporan Akhir
3. Diserahkan kepada Ketua Jurusan/Pembirmbing Laporan Akhir setelah konsultasi
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LAMPIRAN 8

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 131 TAHUN 2000

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN
TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan
Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia:

Mengingat :

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan
Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945:

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomeor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3984),

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 lentang Pajak Penghasilan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3263), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3 1,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
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Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3844);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS
BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT
BANK INDONESIA.

Pasal 1

(1) Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto
Sertifikat Bank Indonesia dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final.

(2) Termasuk bunga yang harus dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), adalah bunga yang diterima atau diperoleh dari
deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang
didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atay cabang bank luar negeri
di Indonesia,

(3) Dengan memperhatikan perkembangan moneter, Menteri Keuangan dapat
menetapkan pengenaan Pajak Penghasilan atas diskonto Sertifikat Bank
Indonesia selain sebagaimana ditentukan dalam ayat (1),

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap orang
pribadi Subjek Pajak dalam negen yang seluruh penghasilannya dalam |
(satu) tahun pajak termasuk bunga dan diskonto tidak melebihi Penghasilan
Tidak Kena Pajak.

(5) Orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat mengajukan
permohonan restitusi atas pajak yang telah dipotong sebagaimana dimaksud
dalam ayat { 1),

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenal  permohonan restitusi diatur dengan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 2
Pengenaan Pajak Penghasilan atas bunga dani deposito dan tabungan serta
diskonto Sertifikat Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah
sebagai benikut
dikenakan pajak final sebesar 20% (dua puluh persen) dan jumlah bruto, terhadap
Wayib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap.
dikenakan pajak final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atay
dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda vang berlaku,
terhadap Wajib Pajak luar negeri.

Pasal 3
(1) Pemotongan pajak sebapaimana dimaksud dalam Pasal | tidak dilakukan
terhadap ¢


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

a. bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia
sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia
tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;

b. bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di
Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia:

c. bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia
yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah
disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari
sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-
undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun:

d. bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka
pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun
untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana
sesuai dengan ketentuan yang berlakt, untuk dihuni sendiri.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf ¢ dan d ditetapkan
lebih lanjut oleh Menteri Keuangan, Menteri Permukiman dan Prasarana
Wilayah dan atau Gubernur Bank Indonesia, baik secara bersama-sama
maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 4

(1) Bank sebapaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan Bank Indonesia
wajib memotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan bank
yang menjual kembali Sertifikat Bank Indonesia kepada pihak lain yang
bukan Dana Pensiun yang pendiriannya belum disahkan oleh Menteri
Keuangan dan bukan bank wajib memotong Pajak Penghasilan atas diskonto
Sertifikat Bank Indonesia tersebut.

Pasal 5
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini
diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 6
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor
51 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan
serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3582) dinyatakan
tidak berlaku. :

Pasal 7
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Tanuari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
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Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2000

a.n PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK
INDONESIA,

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR
236

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 131 TAHUN 2000

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN
TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA

UMUM

Dalam rangka pembiayaan Negara guna pelaksanaan pembangunan yang semakin
meningkat, peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam ikut memikul
pembiayaan pembangunan perlu terus ditingkatkan melaiui pelaksanaan undang-
undang perpajakan yang makin mantap. Di samping itu, dengan meningkatnya
pendapatan masyarakat, dana yang dihimpun oleh bank melalui piranti
pengerahan dana dalam bentuk deposito, tabungan dan Sertifikat Bank Indonesia
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telah semakin berkembang, sehingga pengenaan pajak atas bunga dan diskonto
perlu diamankan dan disesuaikan, Walaupun demikian terhadap deposito dan
tabungan kecil tetap perlu dikecualikan pengenaannya guna melindungi para
penabung kecil yang pada umumnya masih berpenghasilan rendah,

Sejalan dengan pemikiran di atas, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, perlu mengatur
kembali ketentuan tentang pengenaan pajak atas bunga deposito dan tabungan
seria diskonto Sertifikat Bank Indonesia

Penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi, badan, lembaga, atau
orgamisasi berupa bunga yang berasal dari deposito dan tabungan serta diskonto

Dikenakan Pajak Penghasilan final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah
bruto, dalam hal jumilah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia
tersebut lebih dari Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah),

yang ditempatkan di Juar negen melalui bank yang didirikan di Indonesia atay
cabang bank luar negeri di Indonesia wajib dipotong Pajak Penghasilan sebesar
20% (dua puluh persen).

Perlu ditegaskan bahwa setoran pelunasan Ongkos Naik Haii adalah bukan
merupakan deposito atau tabungan,

Walaupun bank dan dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri
Keuangan pada saat membelj Sertifikat Bank Indonesia dari Bank Indonesia atay
dari bank yang ditunjuk dikecualikan dari pemotongan Pajak Penghasilan, namun
apabila bank atau dana pensiun tersebut menjual kembali Sertifikat Bank

Dalam hal yang menerima atau memperoleh penghasilan berupa bunga atau
diskonto tersebut adalah Wayjib Pajak luar negen, diberlakukan pemotongan Pajak
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Penghasilan yang bersifat final sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif lain
sesual dengan ketentuan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang
berlaku.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Yang dimaksud dengan deposito adalah deposito dengan nama dan dalam bentuk
apapun, termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito dan deposit on call baik
dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditempatkan pada atau diterbitkan
oleh bank.

Sedangkan yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan pada bank dengan
nama apapun, termasuk giro, yang penarikannya dilakukan menurut syarat-syarat
tcrtentu yang ditetapkan oleh masing-masing bank.

Termasuk dalam pengertian deposito dan tabungan seperti tersebut di atas adalah
deposito dan tabungan dalam rupiah maupun valuta asing yang ditempatkan di
luar negeri melalui bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri
di Indonesia.

Ayat (1) dan Ayat (2)

Pemotongan Pajak Penghasilan yang diatur dalam ayat (1) dan ayat (2) bersifat
final. Oleh karena itu, apabila Wajib Pajak menerima atau memperoleh
penghasilan berupa bunga yang berasal dari. deposito dan tabungan termasuk jasa
giro serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia, penghasilan tersebut tidak perlu
digabung dengan penghasilan lainnya dalam penghitungan Pajak Penghasilan
yang terutang dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
Demikian pula Pajak Penghasilan yang telah dipotong tersebut tidak dapat
dikreditkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Ayat (3)

Sertifikat Bank Indonesia dapat digunakan sebagai alat kebijaksanaan moneter,
oleh karena itu selaras dengan perkembangan moneter, pengenaan pajak atas
diskonto Sertifikat Bank Indonesia dapat ditetapkan lain dengan Keputusan
Menten Keuangan.

Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6)

Dalam hal seluruh penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri termasuk
bunga dan diskonto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak melebihi
Penghasilan Tidak Kena Pajak, Pajak Penghasilan yang telah dipotong dapat
diminta kembali dengan mengajukan permohonan pengembalian (restitusi).
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Pengembalian pajak yang telah dipotong tersebut dilakukan melalyi prosedur
restitus) sederhana yang ketentuannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur
Jenderal Pajak.

Pasal 2

Alas penghasilan berupa bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh orang
pribadi atau badan dalam negen serta bentuk usaha tetap dikenakan pemotongan
Pajak Penghasilan final sebesar 20% (dua persen) dari jumlah bruto, dalam hal
jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut lebih dari
Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus riby rupiah), dan bukan merupakan jumlah
yang dipecah-pecah,

Pada prinsipnya, Wajib Pajak luar negeri dikenakan pemotongan Pajak
Penghasilan atas penghasilan berupa bunga atau diskonto yang diterima atay
diperoleh di Indonesia sebesar 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan
ketentuan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku dan
bersifat final. Wajib Pajak luar negeri yang melakukan usaha atau kegiatan
melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, atas penghasilannya dipotong Pajak
Penghasilan sesuai dengan ketentuan dalam huruf a Pasal ini dan bersifat final

Pasal 3

Ayat (1)

Walaupun penghasilan berupa bunga atau diskonto yang diterima atau diperoleh
bank di Indonesia dan cabang bank luar negeri di Indonesia tidak dipotong Pajak
Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, tetapi penghasilan tersebut
wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sesuai
dengan tanif Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 lentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2000

Untuk melindungi para deposan dan penabung kecil, atas bunga tabungan yang
diterima atau diperoleh para penabung kecil tersebut tidak dilakukan pemotongan
Pajak Penghasilan, sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank
Indonesia tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu
rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.

Demikian pula atas bunga atau diskonto yang diterima atau diperoleh dana
pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan serta bunga
tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah
sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan
sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan Ketentuan yang
berlaku, tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan.

Ayat (2)
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Cukup jelas
Pasal 4
Avat (1)

Dengan ketentuan ini, bank termasuk Bank Indonesia wajib memotong Pajak
Penghasilan atas bunga dan diskonto scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
Selain wajib memotong Pajak Penghasilan atas bunga dan diskonto yang
dibayarkan atau terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), bank-
bank tersebut juga wajib memotong Pajak Penghasilan atas bunga dari deposito
dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan di
Indonesia atau cabang bank luar negeri yang beroperasi di Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2).

Ayat(2)

Dalam hal bank atau dana pensiun yang pendinannya telah disahkan oleh Menteri
Keuangan menjual kembali Sertifikat Bank Indonesia kepada pihak lain yang
bukan bank atau kepada dana pensiun yang pendinannya belum disahkan oleh
Menteri Keuangan, atas diskonto Sertifikat Bank Indonesia dimaksud, yaity
berupa selisih antara nilai nominal Sertifikat Bank Indonesia dengan harga
jualnya, wayib dipotong Pajak Penghasilan oleh bank atau dana pensiun penjual.

Sedangkan pihak lain tersebut apabila kemudian menjual kembali Sertifikat Bank
Indonesia, maka selisih antara nilai nominal dengan harga jualnya merupakan
keuntungan karena pengalihan harta yang tidak perlu dipotong Pajak Penghasilan
berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, namun demikian keuntungan tersebut wajib
dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dari Wajib
Pajak yang menerima atau memperoleh keuntungan tersebut.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

FAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
4039
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Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S/KME.04/2001
Tentang
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR

BUKTI PEMOTONGAN FINAL PPh BUNGA DEPOSITO/
TABUNGAN, DISKONTO SBI, DAN JASA GIRO

(F.1.1.33.10)

Umum :
(1) Dusi dengan Nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

(2)  Dusi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh
Bank sebagai Pemotong Pajak

(3) Duisi dengan identitas Waijib Pajak (penerima penghasilan ) yang dipotong PPh atas
Bunga Deposito/Tabungan/Diskonto SBl/Jasa Giro

(4) Duisi dengan tanggal dibuatnya Buktj Pemotongan Pajak

(5) Diisi dengan identitas lengkap Bank Pemotong Pajak

(6) Diisi dengan tanda langan, nama dan cap Bank Pemotong Pajak

Khusus :

Sebagai Pemotong Pajak, Bank sesuai Peraturan Pemerintah No. 131 Tahun 2000
dan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 51/KMK 0472001, berkewajiban memotong
PPh yang terutang atas penghasilan berupa Bunga Deposito/ l'abungan, Diskonto SBI,
dan Jasa Giro yang dibayarkan oleh Bank. Saat memotong Pajak Penghasilan, Bank
sebagai Pemotong Pajak atas penghasilan Bunga Deposito/T abungan, Diskonto SBI, dan
Jasa Giro membuat Bukti Pemotongan ini dalam rangkap 3 (tiga) -

Lembar ke-1  : Untuk Wajib Pajak

Lembar ke-2  : Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Pasal
4 ayat (2).

Lembar ke-3  : Untuk Pemotong Pajak

Kolom | : Nomor, cukup jelas

Kolom 2 Jenis Penghasilan cukup jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku
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Kolom 3 - Jumlah Bruto Bunga/Diskonto/Jasa Giro

Dusi dengan jumlah bunga/diskonto/Jasa Giro yang dibenakan kepada Wajib Pajak
Kolom 4 : Tanf

Diisi dengan taril’ pemotongan PPh atas penghasilan Bunga Deposito/Tabungan dan
Diskunto SB1/Jasa Giro, yaitu sebesar -

a. 20% atas penghasilan berupa Bunga Deposito/Tabungan dan Diskonto SBl/Jasa
Giro yang diterima/diperoleh Wayib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha tetap
(BUT).

b. 20% atau tarif menurut tax treaty atas penghasilan berupa Bunga
Deposito/Tabungan dan Diskonto SB1/Jasa giro yang diterima/diperoleh Wajib
Pajak Luar Negeri.

Kolom 5 - PPh yang dipotong
Diisi dengan jumlah PPh yang dipotong, yaitu sebesar : Tarif x Jumlah Bruto
Bunga/Diskonto/Jasa Giro.

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN SEBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TAHUN 2000

Bersama iui disampaikan 2 (dua) Keputusan Mente=ri Keuangan sebagai Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan Tahun 2000, sebagai berikut -

I, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 50/KMK 04/2001 tanggal | Februari 2001
tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 548/KMK 04/1997
tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai 0% (Nol Persen) Yang Dipercepat Atas
Ekspor Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Eksportir Tertentu Dan Ketentuan-
Ketentuan Mengenai Proses Restitusinya:

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK_04/2001 tanggal | Februan 2001
lentang Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta
Diskonto Sertifikat Bank Iindonesta
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Keputusan Menten Keuangan Nomor S0/KMK_.04/2001 berlaku pada tanggal
ditetapkan, sedangkan Keputusan Menteni Keuangan Nomor 51/KMK_04/2001 berlaku
pada tanggal 1 Januari 2001

Demikian untuk dilaksanakan dan disebarluaskan sebagaimana mestinya.

DIREKTUR JENDERAL,

1d

MACHFUD SIDIK
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LAMPIRAN 9

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMOTONGAN PPH BUNGA DEPOSITO/
TABUNGAN/ DISKONTO SBI/ JASA GIRO (FINAL)

KP.PPh.2.10/BP-96

(1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

(2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh
Bank sebagai Pemotong Pajak

(3) Duisi dengan Identitas Wajib Pajak (penerima penghasilan) yang dipotong PPh
atas Bunga Deposito/ Tabungan/Diskonto SBL/Jasa Giro

(4) Duisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan Pajak

(5) Diisi dengan ide:nt.itas lengkap Bank Pemotong Pajak

(6) Diisi dengan tanda langan, nama dan cap Bank Pemotong Pajak

Sebagai Pemotong Pajak, Bank sesuai Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 1994
dan  Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 652/KMK 04/1994,
berkewajiban memotong PPh yang lerutang atas penghasilan berupa Bunga
Deposito/Tabungan dan Diskonto SBl/Jasa Giro yang dibayarkan oleh Bank
Saal memotong Pajak Penghasilan, Bank sebagai Pemotong Pajak atas
penghasilan Bunpa Deposito/Tabungan/Diskonto SBl/Jasa Giro membuat Bukti
Pemotongan ini (KP PPh 2 1WBP-96) dalam rangkap 3 (tiga)
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Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak
Sebagai bukti bahwa WP/penerima penghasilan telah dipotong PPh
atas Bunga Deposito /Tabungan dan Diskonto SBI/ Jasa Giro.
Karena PPh atas Bunga Deposito /T abungan dan Diskonto SBI/ Jasa
Giro bersifat final, maka tidak dapat dikreditkan dengan PPh yang
lerutang pada akhir tahun pajak.

Lembar ke 2 : Untuk KPP
Bukti Pemotongan ini merupakan lampiran yang harus Jisertakan
dalam SPT Masa PPh atas Bunga Deposito/Tabungan/Diskonto
SBl/Jasa Giro (KP.PPh.3 4/SPT-96),

Lembar ke 3 . Uutuk Pemotong Pajak
Scbagai bukti bahwa Bank sebagai Pemotong Pajak telah memenuhj
kewajibannya sesuai  dengan Peraturan Pemerintah No 51 Tahun
1994 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. No.
652/KMK.04/1994 (arsip sesuai nomor urut}).

Kolom 1 . Nomor, cukup jelas
Kolom 2 : Jenis Penghasilan
cukup jelas sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.51 Tahun
1994 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. No.
652/KMK.04/1994
Kolom3 . Jumiah Bruto Bunga/Diskonto/Jasa Giro
Diisi dengan jumlah bunga / diskonto yang diberikan kepada
Wajib Pajak
Kolom4 : Tarif
Diisi  dengan tanf Pemotongan PPh atas penghasilan Bunga
Deposito/Tabungan dan  Dis-konto SBIl/Jasa Giro, yaitu sebesar -
@ 15 % atas penghasilan berupa Bunga Deposito/Tabungan dan
Diskonto SBl/Jasa Giro yang ditenma/diperoleh penerima
penghasilan selain Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan sebagai
Wajib Pajak Dalam Negeri
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b. 20 % atau menurut tarif tax treaty atas penghasilan berupa Bunga

Deposito/Tabungan  dan  Diskonto  SBI/Jasa Giro
ditennma/diperoleh Wajib Pajak Luar Negen
Kolom 5 : PPh yang dipotong

yang

Duisi dengan jumiah PPh yang dipotong, yaitu sebesar : Tarif
X Jumlah Bruto Bunga/ Diskonto/Jasa Giro.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

